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YAHYA MUHAYMIN HATTA (B 111 12 304), Perlindungan Hukum 
Konsumen Pengguna Jasa Wasathah Terhadap Akad Wasathah Yang 
Mengandung Unsur Gharar Fahisy Dalam Bisnis Properti (di bawah 
bimbingan Ahmadi Miru sebagai Pembimbing I dan Achmad sebagai 
Pembimbing II).  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme/prosedur akad 
wasathah dalam bisnis properti berdasarkan perspektif ekonomi syariah 
serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum konsumen pengguna 
jasa wasathah terhadap akad wasathah yang mengandung unsur gharar 
fahisy dalam bisnis properti. 
 
Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, baik data primer dan data 
sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, 
yaitu dengan menganalisis data berdasarkan informasi yang diperoleh dari 
hasil wawancara dan studi dokumen. 
Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta tersebut, maka penulis 
berkesimpulan bahwa (1) Mekanisme/prosedur terkait akad wasathah 
berdasarkan perspektif ekonomi syariah terbagi menjadi dua. Ada 
mekanisme/prosedur yang melibatkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 
dan ada juga mekanisme/prosedur yang tidak melibatkan LKS. Terkait 
dengan mekanisme/prosedur akad wasathah yang tidak melibatkan LKS 
sama seperti dengan prosedur dalam menjalankan perjanjian 
keperantaraan dalam bisnis properti berdasarkan sistem konvensional 
namun berbeda dalam bentuk dan nama perjanjian serta isi atau klausul 
yang ada dalam akad wasathah dan dijalankan dengan menggunakan akad 
wakalah bil ujrah, akad ju 'alah, atau akad samsarah (bai' al-samsarah). 
Adapun mekanisme/prosedur terkait akad wasathah yang melibatkan LKS 
terbagi menjadi tiga bentuk mekanisme/prosedur yang menitik beratkan  
peran LKS dalam menyalurkan pembiayaan kepada pemilik properti atau 
wasith. (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai 
Undang-Undang payung perlindungan konsumen telah mengakomodir 
perlindungan terhadap hak-hak konsumen terhadap penggunaan barang 
dan/atau jasa yang terdapat dalam masyarakat termasuk perlindungan 
hukum terhadap pengguna jasa wasathah. UUPK memberikan kesempatan 
yang seluas-luasnya kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketa 
berdasarkan pilihannya termasuk menyeleseikan sengketa berdasarkan 
syariah seperti melalui metode musyawarah, perdamaian (as-sulh), 
arbitrase (al-tahkim), dan/atau pengadilan (al-qadha).  
Kata Kunci : Jasa Wasathah, Akad Wasathah, Perlindungan Hukum, 
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 PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai jumlah 
penduduk terbanyak di dunia. Pada tahun 2014 jumlah penduduk Indonesia 
berjumlah 132/km2 atau sekitar 251.460.000 juta jiwa.1 Dengan jumlah 
penduduk tersebut Indonesia merupakan pasar potensial dalam 
pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. Terlebih lagi dalam era 
globalisasi dan Asean Free Trade Area (AFTA) menempatkan Indonesia 
sebagai tempat strategis untuk memasarkan produk barang dan jasa dalam 
bidang ekonomi, salah satunya dalam bisnis properti. 
Bisnis properti merupakan salah satu bisnis yang semakin banyak 
menarik minat pelaku usaha dan konsumen di Indonesia. Berdasarkan 
catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2016, 
investasi asing untuk sektor properti meningkat cukup tajam dengan nilai 
investasi proyek asing sebesar US 952,3 triliun dan investasi dalam negeri 
sebesar US 621,9 triliun.2 Hal ini menunjukkan pertumbuhan bisnis properti 
di Indonesia yang selalu berkembang sehingga mengundang investor untuk 
berinvestasi pada sektor properti di Indonesia. 
                                                          
1Badan Pusat Statistik, 2016, Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi, 2000-2014, Diakses 
dari https://www.bps.go.id. (22 April 2016). 
2Daurina Lestari, 2016, Prospek Bisnis Properti 2016. Diakses dari: 
http://bisnis.news.viva.co.id. (22 Juni 2016) 
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Pesatnya pertumbuhan bisnis properti di Indonesia menjadi peluang 
dalam pengembangan ekonomi syariah khususnya dalam bidang properti. 
Dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam maka 
peluang untuk mengimplementasikan ekonomi syariah lebih terbuka dan 
berpotensi untuk lebih berkembang. Dalam sepuluh tahun terakhir terdapat 
peningkatan dalam penggunaan sistem ekonomi berbasis syariah. Hal ini 
ditandai dengan semakin banyaknya pendirian lembaga keuangan berbasis 
syariah dan semakin beragamnya jenis-jenis dalam melakukan transaksi 
berbasis syariah. Selain itu, pengembangan ekonomi syariah juga ditopang 
dengan peraturan perundang-undangan yang memadai yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang, Peraturan 
Bank Indonesia, dan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 
Indonesia (DSN-MUI).  
Dalam menjalankan sistem ekonomi syariah terdapat pihak-pihak 
yang berperan penting dalam menjalankannya. Pihak-pihak tersebut 
merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dan saling memengaruhi satu 
sama lain, diantaranya adalah pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, 
Lembaga Keuangan Syariah (LKS), maupun organisasi keagamaan 
independen seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI)3 ataupun pihak-pihak 
lain. 
                                                          
3M.Cholil Nafis, 2011, Teori Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Indonesia (UI-Press), 
Jakarta, hlm. 77. 
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Lembaga Keuangan Syariah sebagai pihak yang terlibat langsung 
secara praktis dalam pelbagai transaksi berbasis ekonomi syariah dituntut 
untuk selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan dinamika 
bisnis syariah. Hal ini berimplikasi kepada lahirnya pelbagai macam jenis, 
mekanisme dan prosedur dalam suatu akad atau transaksi tertentu. Dalam 
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah diatur mengenai jenis-jenis kegiatan usaha bank umum syariah dan 
unit usaha syariah yang didalamnya terdapat pelbagai akad berdasarkan 
prinsip syariah. Dalam pasal tersebut juga mengakomodir akad-akad lain 
yang belum diatur secara eksplisit sepanjang tidak bertentangan dengan 
prinsip syariah. Hal ini merupakan suatu ketentuan solutif yang 
mengakomodir munculnya akad-akad lain sesuai dengan perkembangan 
dinamika ekonomi syariah.  
Sejatinya dalam bisnis properti, dikenal adanya perantara atau 
keperantaraan. Perantara adalah orang yang memegang kuasa untuk 
melakukan suatu perbuatan hukum berdasarkan kuasa atau di bawah 
pengawasan pemberi kuasa. Perantara diartikan sebagai penghubung 
antara pihak yang mengalami surplus barang dan jasa dengan pihak yang 
mengalami kekurangan barang dan jasa. Perantara dalam bisnis properti 
sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik 
Indonesia Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara 
Perdagangan Properti. Peraturan ini mengatur mengenai kegiatan 
perusahaan perantara perdagangan properti, syarat dan prosedur yang 
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harus dipenuhi oleh perusahaan perantara perdagangan properti dalam 
menjalankan bisnis keperantaraan dalam bidang properti, maupun tata cara 
persyaratan penerbitan Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara 
Perdagangan Properti (SIU-P4). Namun dalam Peraturan Menteri 
Perdagangan tersebut tidak diatur mengenai keperantaraan dalam bisnis 
properti berdasarkan prinsip syariah sehingga tidak ada dasar hukum yang 
bisa digunakan dalam keperantaraan bisnis properti berdasarkan prinsip-
prinsip syariah. Padahal bisnis properti di Indonesia semakin berkembang 
dengan pesat. 
Berkenaan dengan hal tersebut, maka DSN-MUI telah 
mengeluarkan fatwa Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan 
(Wasathah) dalam Bisnis Properti. Fatwa ini diterbitkan seiring dengan 
perkembangan bisnis properti dalam berbagai aspek salah satunya 
mengenai keperantaraan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan 
terbitnya fatwa ini adalah menjamin kepastian hukum dalam keperantaraan 
dalam bisnis properti berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI 
ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum dalam menjamin kepastian 
hukum dalam konteks bisnis properti khususnya mengenai keperantaraan 
dalam bisnis properti. 
Dalam melaksanakan keperantaraan dalam bisnis properti, tentunya 
diperlukan suatu akad yang menjamin terpenuhinya keperantaraan dalam 
bisnis properti berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Akad tersebut 
dinamakan akad wasathah (keperantaraan). Dalam menjalankan akad ini 
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ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar hak dan kewajiban konsumen 
serta pelaku usaha berdasarkan prinsip syariah dapat tercapai. Salah satu 
syarat utama yang harus dipenuhi dalam akad wasathah adalah harus 
terhindar dari unsur gharar fahisy. 
Gharar fahisy termasuk salah satu jenis gharar. Transaksi gharar 
merupakan akad yang mengandung unsur juhalah (ketidakjelasan) 
terhadap barang dagangan yang dijual sehingga mengakibatkan 
ketidakjelasan atau ketidakpastian. Larangan gharar terdapat dalam hadits 
Nabi Muhammad SAW: “Bahwa Nabi SAW melarang jual beli hewan yang 
masih dalam kandungan dan jual beli yang mengandung gharar (tipuan)”4. 
Adapun gharar fahisy adalah gharar yang tingkat  ketidakpastian atau 
keragu-raguan yang sangat tinggi sehingga dapat mencederai hak 
konsumen, bahkan dapat menipu konsumen. Sifatnya yang seperti itu dapat 
mengakibatkan kerugian pada konsumen. Ketika suatu akad/kontrak 
mengandung sifat eksesi atau suatu unsur gharar fahisy maka menurut 
kesepakatan ulama akad tersebut dapat dibatalkan. 
Misalnya, ketika transaksi keperantaraan dalam bisnis properti 
tersebut menimbulkan hal-hal yang membahayakan, merugikan atau 
menzalimi pihak lain, entah dengan mencelakakan dan menyusahkan, dan 
tidak menutup kemungkinan adanya unsur juhalah atau ketidakjelasan 
dalam sistem jual belinya serta aturannya.5 Sebagai contoh yaitu 
                                                          
4Mardani, 2014, Hukum Bisnis Syariah, Kencana, Jakarta, hlm. 42. 
5Ahmad Sarwat, 2012, Fiqih Muamalat, hlm. 168. Diakses dari: 
http://www.ymaharani.staff.ipb.ac.id. (06 Mei 2016) 
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ketidakjelasan dalam hal bentuk pekerjaan perantara, komisi/fee perantara 
dan jangka waktu efektif berlakunya perjanjian keperantaraan sehingga 
mengancam hak-hak konsumen. Dengan demikian suatu akad/perjanjian 
yang mengandung unsur gharar fahisy dapat memengaruhi akad yang 
dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen dan konsumen dapat 
kehilangan haknya.  
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah mekanisme/prosedur akad wasathah ditinjau dari 
perspektif ekonomi syariah? 
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum konsumen pengguna 
jasa wasathah terhadap akad wasathah yang mengandung unsur 
gharar fahisy dalam bisnis properti? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui mekanisme/prosedur akad wasathah ditinjau dari 
perspektif ekonomi syariah. 
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum konsumen pengguna 
jasa wasathah terhadap akad wasathah yang mengandung unsur 
gharar fahisy dalam bisnis properti. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Diharapkan dapat di gunakan sebagai referensi bahan kajian untuk 
mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis dan sistematis 
dalam mengetahui mekanisme/prosedur akad wasathah ditinjau dari 
perspektif ekonomi syariah serta bentuk perlindungan hukum 
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konsumen pengguna jasa wasathah terhadap akad wasathah yang 
mengandung unsur gharar fahisy dalam bisnis properti. 
2. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta 
pemahaman dan sebagai bahan masukan yang berguna bagi 







A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen 
1. Pengertian Perlindungan Konsumen 
Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) mengatur 
bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 
adanya  kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.6 
Kalimat yang mengatakan “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian 
hukum”, mengharapkan adanya benteng untuk meniadakan tindakan 
kesewenang-wenangan yang merugikan pelaku usaha demi kepentingan 
perlindungan konsumen. Selain itu, meskipun disebut UUPK namun bukan 
berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa 
karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para 
pelaku usaha.7 
Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi hukum perlindungan 
konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang 
mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu 
                                                          
6Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk 
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)). Namun, menurut Ahmadi Miru dan 
Sutarman Yono, pengertian konsumen sebaiknya menentukan bahwa: “Konsumen adalah 
setiap orang/badan hukum yang memperoleh dan/atau memakai barang/jasa yang berasal 
dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan”. 
7Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi, 
Cetakan Kesembilan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1. 
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dengan yang lain dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di 
dalam pergaulan hidup masyarakat. Lebih lanjut, menurut Az. Nasution, 
hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen, 
di mana hukum konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan  kaidah-
kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara  berbagai  
pihak  satu  sama lain  berkaitan  dengan  barang dan/atau jasa  konsumen 
di dalam pergaulan hidup. Az. Nasution juga berpendapat bahwa hukum 
perlindungan konsumen merupakan aturan yang memuat asas-asas atau 
kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang 
melindungi kepentingan konsumen.8 
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 
Pasal 2 UUPK menentukan bahwa “Perlindungan konsumen 
berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan 
keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Perlindungan konsumen 
diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang 
relevan dalam pembangunan nasional, yaitu: 
a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala 
upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan 
konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;  
b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 
                                                          
8 Eli Uria Dewi, 2015, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 4. 
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konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 
melaksanakan kewajibannya secara adil;  
c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan 
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan 
pemerintah dalam arti materiil dan spiritual;  
d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 
konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan 
barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;  
e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun 
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 
menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin 
kepastian hukum.  
Memerhatikan substansi Pasal 2 UUPK tersebut, tampak bahwa 
perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu 
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada 
falsafah negara Republik Indonesia.9 Kelima asas yang disebutkan dalam 
pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) 
bagian asas yaitu:10 
a. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan 
keselamatan konsumen;  
                                                          




b. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan; dan  
c. Asas kepastian hukum.  
Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen yang dikelompokkan 
dalam 3 (tiga) kelompok yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan, dan 
kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan 
asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas 
maksimalisasi, dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi. 
Asas kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisien karena menurut 
Himawan bahwa: “Hukum yang berwibawa adalah hukum yang efisien, di 
bawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa 
ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan”.11 
Achmad Ali menyatakan bahwa hukum juga seyogianya memiliki 
kemampuan untuk menjadi pencerminan perubahan moralitas sosial, 
sehingga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum 
dapat diwujudkan secara seimbang.12 
Tujuan perlindungan konsumen juga diatur dalam Pasal 3 UUPK, 
yaitu:  
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 
untuk melindungi diri;  
                                                          
11Ibid, hlm. 33. 
12Achmad Ali, 1996, Menguak Tabir Hukum, Chandra Pratama, Jakarta, hlm. 85. 
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b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau 
jasa; 
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 
menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;  
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 
mendapatkan informasi;  
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha;  
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.  
 Pasal 3 UUPK ini, merupakan isi pembangunan nasional 
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan 
perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus 
dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan 
konsumen.13 
Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan di 
atas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka 
tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, 
                                                          
13 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op Cit, hlm. 34. 
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dan huruf e. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat 
terlihat dalam rumusan huruf a, dan b, termasuk huruf c, dan d, serta huruf 
f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum 
terlihat dalam rumusan huruf d. Pengelompokan ini tidak berlaku mutlak, 
oleh karena seperti yang dapat dilihat dalam rumusan pada huruf a sampai 
dengan huruf f terdapat tujuan yang harus dikualifikasi sebagai tujuan 
ganda.14 
 Mengamati tujuan dan asas yang terkandung di dalam UUPK, 
jelaslah bahwa Undang-Undang ini membawa misi yang besar dan mulia 
dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara.15 
3. Hak dan Kewajiban Konsumen 
Dalam Pasal 4 UUPK diatur mengenai hak konsumen. Hak 
konsumen adalah antara lain:  
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan;  
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa;  
                                                          
14Ibid. 
15Janus Sidabalok, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT Citra Aditya 
Abadi, Bandung, hlm. 27. 
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4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 
jasa yang digunakan; 
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;  
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;  
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif;  
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;  
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.  
 Hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 tersebut 
lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali 
dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy di depan 
Kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yang terdiri dari:16 
a. Hak memperoleh keamanan;  
b. Hak memilih; 
c. Hak mendapat informasi;  
d. Hak untuk didengar.  
Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam 
perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam 
                                                          
16Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op Cit, hlm. 39. 
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The International Organization of Consumer Union (IOCU) menambahkan 
lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak 
mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang 
baik dan sehat.17 
Namun, tidak semua organisasi konsumen menerima penambahan 
hak-hak tersebut. Mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian, 
misalnya pada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang 
memutuskan untuk menambahkan satu hak lagi sebagai pelengkap empat 
hak dasar konsumen, yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik 
dan sehat sehingga keseluruhannya dikenal sebagai hak konsumen.18 
Masyarakat Ekonomi Eropa juga menetapkan hak-hak dasar 
konsumen (warga masyarakat Eropa) yang perlu mendapat perlindungan 
di dalam perundang-undangan negara-negara Eropa, yaitu :19 
a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan; 
b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi;  
c. Hak mendapat ganti rugi; dan 
d. Hak untuk didengar.  
                                                          
17Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 
hlm. 31.  
18Ibid. 
19J.M. van Dunne, 1998, Pertanggungjawaban Khusus: Tanggung Jawab Produk, DKIH 
Belanda-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 20. (Janus Sidabalok, 2014, Hukum Perlindungan 
Konsumen di Indonesia, PT Citra Aditya Abadi, Bandung, hlm. 31). 
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Beberapa rumusan tentang hak-hak konsumen yang telah 
dikemukakan, secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi 
prinsip dasar, yaitu:20 
a. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, 
baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan; 
b. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang 
wajar; dan 
c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap 
permasalahan yang dihadapi.  
Oleh karena itu, ketiga hak/prinsip dasar tersebut merupakan 
himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), maka hal tersebut sangat 
esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan/merupakan prinsip 
perlindungan konsumen di Indonesia.21 
Selain hak konsumen, kewaji ban konsumen juga diatur di dalam 
Pasal 5 UUPK. Kewajiban konsumen yaitu:  
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfataan barang dan/atau jasa demi keamanan 
dan keselamatan;  
b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 
dan/atau jasa;  
                                                          




c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut. 
 Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam UUPK dianggap tepat, 
sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk 
mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen 
secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah diperoleh jika konsumen 
mengikuti penyelesaian sengketa secara patut. Hanya saja kewajiban 
konsumen ini, tidak cukup untuk maksud tersebut jika tidak diikuti oleh 
kewajiban yang sama dari pihak pelaku usaha.22 
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 
Dalam Pasal 6 UUPK, pelaku usaha mempunyai hak sebagai berikut:  
a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan;  
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 
yang beriktikad tidak baik; 
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen;  
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan;  
                                                          
22Ibid, hlm. 50. 
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e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.  
Tampak bahwa pokok-pokok hak dari pelaku usaha adalah23 : 
a. Menerima pembayaran; 
b. Mendapat perlindungan hukum; 
c. Membela diri; 
d. Rehabilitasi. 
 Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan 
nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa 
pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang 
dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang 
memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang 
dan/atau jasa yang sama. Dalam praktik yang biasa terjadi, suatu barang 
dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, 
maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian 
yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.24 
 Menyangkut hak pelaku usaha tersebut pada huruf b, c, dan d, 
sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan 
dengan pihak pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen/pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. 
Kemudian terkait dengan hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-
                                                          
23Janus Sidabalok, Op Cit, hlm. 72. 
24Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op Cit, hlm. 50-51. 
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undangan lainnya, maka harus diingat bahwa UUPK adalah payung bagi 
semua aturan lainnya berkenaan dengan perlindungan konsumen.25 
 Hak-hak pelaku usaha dapat ditemukan antara lain pada faktor-
faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian 
yang diderita oleh konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada 
produk, yaitu apabila26 : 
a. Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan; 
b. Cacat timbul di kemudian hari; 
c. Cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen; 
d. Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan 
produksi; 
e. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh 
penguasa. 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur hak 
pelaku usaha saja, tetapi juga mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha. 
Dalam Pasal 7 UUPK diatur mengenai kewajiban pelaku usaha, antara lain:  
a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;  
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;  
                                                          
25Ibid, hlm. 51. 
26Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op Cit, hlm. 42. 
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c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif;   
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 
dan/atau jasa yang berlaku;  
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 
diperdagangkan;  
f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan. 
Dalam UUPK, pelaku usaha diwajibkan beriktikad baik dalam 
melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan 
beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 
jasa.27 Selain itu, tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku 
usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan 
usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk 
beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada 
tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad 
baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini 
tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi 
                                                          
27Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op Cit, hlm. 54. 
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konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen 
(pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat 
merugikan produsen mulai pada saat melakukan pada saat transaksi 
dengan produsen.28 
 
B. Perantara Dalam Perdagangan 
Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat banyak melakukan 
perbuatan hukum. Misalnya saja dalam kegiatan jual beli yang dilakukan 
dengan cara beraneka ragam mulai dari bertemu langsung maupun 
melakukan jual beli melalui pihak ketiga. Pihak ketiga inilah yang biasa 
dikenal dengan perantara yang menghubungkan pihak yang satu dengan 
pihak lain dengan perhitungan bahwa seseorang yang menjadi perantara  
dapat memperoleh penghasilan berupa keuntungan atau laba bagi pemberi 
kuasa, dan upah bagi penerima kuasa. Banyak istilah dalam teori hukum 
maupun praktik ditujukan untuk pengertian perantara ini yakni agen, 
distributor, broker, pialang, dealer, makelar, komisioner, ekspeditur, 
representative, perantara, serta calo. Penggunaan nomenklatur tersebut 
disesuaikan dengan jenis bidang perdagangannya. Misalnya, dalam bidang 
properti lebih dikenal dengan istilah broker atau agen. Kemudian, dalam 
bidang jual beli saham di pasar modal, lebih dikenal adalah pialang atau 
dealer.  




Secara umum, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
(KUHD) menentukan bentuk hukum perantara dapat berupa makelar dan 
komisioner.  
1. Makelar 
Berdasarkan Pasal 62 KUHD menentukan bahwa : 
Makelar adalah pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur  
(dalam hal ini Presiden) atau oleh penguasa yang oleh Presiden 
dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan 
perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan seperti yang 
dimaksud dalam Pasal 64 KUHD dengan mendapat upah atau 
provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang 
dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap. 
 
Sedangkan dalam Pasal 63 KUHD, menentukan bahwa :  
Perbuatan-perbuatan para pedagang perantara yang tidak diangkat 
dengan cara demikian tidak mempunyai akibat yang lebih jauh 
daripada apa yang ditimbulkan dari perjanjian pemberian kuasa.  
 
Pasal ini memberikan kesempatan kepada seorang makelar yang 
tidak diangkat oleh pejabat  yang berwenang (makelar tidak resmi) untuk 
melakukan kegiatan sebagai perantara dalam jual beli tanpa harus 
mendapat pengangkatan dari Gubernur Jenderal (dalam hal ini Presiden) 
tetapi sifatnya hanya sebatas perjanjian pemberian kuasa29.  
Menurut Pamoentjak, makelar adalah perantara yang diangkat oleh 
yang berwenang untuk menyelenggarakan urusan perusahaan dengan 
jalan membuat transaksi untuk pihak yang memberi kuasa dengan cara 
                                                          
29 Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan 
kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya 
menyelenggarakan suatu urusan (Pasal 1792 KUHPerdata). 
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membeli atau menjual barang, wesel, saham dan lain-lain, juga membuat 
asuransi dengan menerima upah atau provisi.30 Seorang makelar pada 
pokoknya adalah seorang perantara yang menghubungkan pengusaha 
dengan pihak ketiga untuk mengadakan pelbagai perjanjian.31  
Secara umum, ciri-ciri dari makelar adalah:32 
1. Diatur dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 72, Buku I, KUHD. 
2. Makelar harus mendapat pengangkatan resmi dari pemerintah.  
3. Sebelum menjalankan tugasnya, makelar harus bersumpah di 
muka Ketua Pengadilan Negeri, bahwa dia akan menjalankan 
kewajibannya dengan baik.  
4. Dalam melakukan pekerjaannya seorang makelar berhak untuk 
mendapatkan upah yang disebut sebagai provisi atau courtage. 
5. Sebagai perantara, makelar mempunyai hubungan yang tidak 
tetap dengan pengusaha.  
6. Sifat hukum dari hubungan makelar adalah campuran, yaitu 
sebagai pelayanan berkala dan pemberian kuasa. 
7. Makelar dilarang untuk (a) berdagang dalam lapangan 
perusahaannya, di mana dia diangkat. (b) menjadi penjamin 
dalam perjanjian yang dibuat dengan perantaraannya. 
                                                          
30 Muhammad Arifin Budi Prasetyo, 2008, Tanggung Jawab Hukum Pedagang Perantara 
Sepeda Motor Terhadap Pihak Pembeli dan Penjual (Studi Pada Gabungan Pedagang 
Perantara Sepeda Motor Penumping Surakarta), Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 27. Diakses dari: dglib.uns.ac.id. (01 
Agustus 2016). 
31 H.M.N. Purwosutjipto, 1993, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Penerbit 
Djambatan, Jakarta, hlm. 50. 
32 Ibid, hlm. 50-53. 
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8. Makelar wajib mengadakan pembukuan, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 66 KUHD yang menentukan sebagai berikut: 
Para makelar diwajibkan untuk segera mencatat setiap 
perbuatan yang dilakukan dalam buku saku mereka, dan 
selanjutnya setiap hari memindahkannya ke dalam buku 
harian mereka, tanpa bidang-bidang kosong, garis-garis sela, 
atau catatan-catatan pinggir, dengan menyebutkan dengan 
jelas nama-nama pihak-pihak yang bersangkutan, waktu 
perbuatan atau waktu penyerahan, sifatnya, jumlahnya dan 
harga barangnya, dan semua persyaratan perbuatan yang 
dilakukan. 
 
Makelar wajib memberikan petikan-petikan dari buku mereka 
kepada pihak-pihak yang bersangkutan jika mereka 
menghendakinya. Wajib menyimpan contoh sampai transaksi 
selesai dilakukan seluruhnya. Dalam hal transaksi berupa surat-
surat berharga, maka makelar wajib mempertanggung jawabkan 
kebenaran tanda tangan pemiliknya. 
9. Makelar bertugas menjadi perantara dalam jual beli serta 
menyelenggarakan lelang terbuka dan lelang tertutup. Lelang 
terbuka adalah penjualan kepada umum di muka pegawai yang 
diwajibkan untuk itu (notaris atau juru sita) kemudian lelang 
tertutup adalah tawaran dilakukan dengan rahasia.33  
10. Jika makelar lalai memenuhi kewajiban yang terdapat dalam 
KUHD maka kepadanya harus dibebaskan dari tugas-tugas 
ataupun dibebaskan dari jabatannya dengan mencabut 
penetapannya. Makelar tersebut juga akan dikenai denda berupa 
                                                          
33 Muhammad Arifin Budi Prasetyo, op cit, hlm. 30-31. 
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membayar penggantian biaya, rugi, dan bunga karena 
kelalaiannya sebagai orang yang menerima perintah/kuasa.34 
2. Komisioner 
Berdasarkan Pasal 76 KUHD, menentukan bahwa: 
Komisioner adalah seseorang yang menjalankan perusahaan 
dengan membuat perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri, 
mendapat provisi atas perintah dan atas pembiayaan orang lain. 
 
Secara umum, ciri-ciri dari komisioner adalah:35 
1. Diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 huruf a, Buku I, 
KUHD. 
2. Tidak ada syarat pengangkatan resmi dan penyumpahan 
sebagai halnya makelar. 
3. Komisioner tidak berkewajiban untuk menyebut nama komiten. 
Komisioner dalam hal ini menjadi pihak dalam perjanjian. 
4. Komisioner menghubungkan komiten dengan pihak ketiga atas 
namanya sendiri. Tetapi, komisioner juga dapat bertindak atas 
nama pemberi kuasanya. Dalam hal ini maka komisioner tunduk 
pada Pasal 1972, Bab XVI, Buku III KUHPer tentang pemberian 
kuasa. 
Jadi dapat dikatakan bahwa komisioner bertindak atas namanya 
sendiri adalah sifat khusus dari komisioner, dan bertindak atas 
nama pemberi kuasa adalah sifat umum. Hal ini merupakan 
                                                          
34 C.S.T Kansil, 1992, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Edisi Kedua, 
Cetakan Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48-49. 
35 H.M.N. Purwosutjipto, op cit, hlm. 54-59. 
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kebalikan dari makelar yakni ketika bertindak atas pemberi kuasa 
adalah sifat khusus sedangkan ketika bertindak atas nama 
sendiri adalah sifat umum. 
5. Komisioner melakukan perjanjian komisi yakni perjanjian antara 
komisioner dengan komiten dalam bentuk perjanjian pemberian 
kuasa. Dari perjanjian ini timbul hubungan hukum yang tidak 
tetap, sebagai halnya makelar. Menurut Polak pemberian kuasa 
dalam perjanjian komisi bersifat khusus, kekhususan itu dapat 
dilihat dari : 
a) Menurut Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPer), pemegang kuasa pada umumnya bertindak atas 
nama pemberi kuasa namun seorang komisioner bertindak 
atas namanya sendiri. 
b) Pemegang kuasa bertindak tanpa upah kecuali 
diperjanjikan sebelumnya namun komisioner mendapat 
upah setelah pekerjaannya sudah selesai. 
c) Akibat hukum perjanjian komisi ini tidak banyak diatur 
dalam Undang-Undang. 
Dengan demikian, hubungan antara komisioner dan komiten 
adalah sebagai pemegang kuasa dan pemberi kuasa. 
6. Komisioner memiliki hak khusus yang diatur dengan Undang-
Undang, hak-hak itu meliputi : 
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a) Hak retensi yaitu hak komisioner untuk menahan barang-
barang komiten bila provisi dan biaya lain belum 
dibayarkan, hak ini juga dimiliki oleh penerima kuasa 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1812 KUHPerdata. 
b) Hak istimewa yaitu hak yang dimiliki komisioner atas 
barang-barang komiten yang ada di tangan komisioner 
untuk (1) dijualkan, (2) ditahan bagi kepentingan lain yang 
akan datang, serta (3) dibeli dan diterimanya untuk 
kepentingan komiten. 
7. Antara prinsipal/komiten dan pihak ketiga (bukan komisioner) 
tidak dapat saling menuntut dalam pemenuhan prestasi (karena 
tidak terjadi perwakilan langsung maka berlaku pasal 1340 
KUHPerdata), namun antara prinsipal36 dengan komisioner tetap 
dapat saling menuntut. Apabila komisioner bertindak masuk atas 
nama prinsipal, maka yang terjadi hanyalah pemberian kuasa.37 
Selain makelar dan komisioner, perantara juga dikenal dengan istilah 
agen. Agen tidak diatur dalam KUHD namun banyak digunakan sebagai 
perantara dalam kehidupan sehari-hari misalnya dalam bisnis properti. 
Menurut Purwosutjipto, agen adalah orang yang melayani beberapa 
pengusaha sebagai perantara dengan pihak ketiga, mempunyai hubungan 
tetap dengan pengusaha dan mewakilinya untuk mengadakan dan 
                                                          
36 Prinsipal adalah pengusaha yang diwakili oleh perantara dalam melakukan perhubungan 
dengan pihak ketiga. 
37 Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2014, Hukum Dagang, 
hlm. 10. Diakses dari: ksh.fh.unpad.ac.id. (01 Agustus 2016)  
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selanjutnya melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga.38 Agen adalah 
seseorang atau suatu perusahaan yang mewakili pihak lainnya (prinsipal) 
untuk melakukan kegiatan bisnis (misalnya menjual produk) untuk dan atas 
nama prinsipal kepada pihak ketiga dalam suatu wilayah pemasaran 
tertentu, di mana sebagai imbalan atas jerih payahnya itu, agen akan 
mendapatkan komisi tertentu.39 
Secara umum, ciri-ciri dari agen adalah: 
1. Hubungan antara agen dengan pengusaha adalah pemberian 
kuasa.40 
2. Agen mempunyai hubungan tetap dengan pengusaha dan 
mewakilinya untuk mengadakan dan selanjutnya melaksanakan 
perjanjian dengan pihak ketiga. Hubungan hukum dengan 
prinsipalnya secara tegas dinyatakan bahwa kekuasaan yang 
diberikan oleh prinsipal kepada agennya adalah untuk 
mewakilinya dalam melakukan jual beli terhadap pihak ketiga. 
Sehingga dengan demikian dalam jual beli, agen bertindak untuk 
dan atas nama prinsipalnya sehingga ia berada di luar pihak 
penjual dan pembeli.41 
                                                          
38 H.M.N. Purwosutjipto, op cit, hlm. 47. 
39 Dewi, 2011, Tanggung Jawab Direksi Agency Perusahaan Asuransi AIA Financial 
Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) (Studi Pada PT. AIA Financial  
Agency Uniland-Medan), Skripsi, Departemen Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum 
Universitas Sumatera Utara, hlm. 26. Diakses dari: repository.usu.ac.id. (01 Agustus 2016) 
40 H.M.N. Purwosutjipto, op cit, hlm. 48. 
41 Ibid, hlm. 47. 
 29 
 
3. Perusahaan dari agen disebut agentuur, sedang persetujuan 
antara agen perniagaan dengan prinsipalnya dinamakan 
agentuur-contract.42 
4. Seorang agen selain bertindak atas nama pengusaha yang ia 
wakili dapat juga bertindak atas nama sendiri. Seorang agen 
akan menerima provisi atas perantaraan yang diadakan bagi 
prinsipalnya itu.43 
5. Dalam jual beli melalui agen, hubungan hukum si agen dengan 
prinsipalnya, didasarkan atas kuasa, dimana penjual sebagai 
pemberi dan agen sebagai penerima. Berdasarkan hal tersebut, 
agen bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya kepada pihak 
ketiga. Dalam jual beli melalui makelar, hubungan hukum 
makelar dengan pengusaha adalah hubungan hukum kuasa. 
Sehingga dengan itu pihak penjual sesungguhnya adalah 
pengusaha dan pembeli adalah pihak ketiga. Berbeda halnya 
dalam jual beli melalui komisioner. Hubungan hukum komisioner 
dengan pihak ketiga adalah kuasa, tetapi mendapat perintah dari 
komitennya. Hubungan hukum semacam ini tidak umum terjadi, 
dalam praktik dan para pakar hubungan ini disebut kuasa 
khusus.44 
                                                          
42 Muhammad Arifin Budi Prasetyo, op cit, hlm. 34. 
43 Ibid. 
44 I Ketut Oka Setiawan, 2014, Tanggung Jawab Pedagang Perantara Terhadap Pihak 
Ketiga Menurut Hukum Jual Beli, Jurnal Law Review Volume 3, Nomor 1, Program Studi 
Magister Ilmu Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, hlm. 94-95. Diakses dari: stahdnj. 
ac.id. (01 Agustus 2016). 
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6. Dalam jual beli melalui agen, pertanggungjawaban terletak pada 
prinsipal, karena sebagai pihak penjual, dan pihak ketiga sebagai 
pembeli, sedangkan agen di luar dari pihak -pihak yang 
melakukan jual beli itu. Apabila jual beli itu dilakukan melalui 
makelar, tanggungjawab harus dipikul oleh pengusaha karena ia 
sebagai penjual dan pihak ketiga sebagai pembeli, sedangkan 
makelar di luar pihak-pihak yang melakukan jual beli. Beda 
tanggung jawab cacat tersembunyi dan tidak aman dari barang 
yang dibeli oleh pihak ketiga dalam jual beli melalui komisioner 
yaitu harus dipikul oleh komisioner itu sendiri. Karena 
tindakannya untuk dan atas nama diri sendiri kepada pembeli, 
walaupun dalam hal ini komisioner mendapat perintah dari 
komitennya.45 
C. Wasathah Dalam Konteks Muamalah 
1. Pengertian Wasathah 
According to legal experts, Wasaatah amongst traders refers to the 
process where by a third party mediates between the buyer and the 
seller in return for some fees. Wasaatah has also been defined as a 
contract whereby the mediator promises a person to look for another 
party with whom to conclude a certain contract and to negotiate about 
the contract in return for some fees.46 (Menurut para ahli hukum, 
Wasathah (keperantaraan) dikenal sebagai suatu hubungan antara 
pelaku usaha yang mengacu pada proses dimana pihak ketiga 
bertindak sebagai perantara antara pembeli dan penjual dengan 
beberapa imbalan. Wasathah juga telah ditetapkan sebagai suatu 
                                                          
45 Ibid, hlm. 95. 
46Muhammad Ibn Sa’d Ibn Fahd Ad-Dosaree, A Refereed Study (Matchmaking A Study 
Based on Islamic Jurisprudence) Imaam Muhammad Ibn Saud Islamic University, Riyadh, 
Saudi Arabia, p. 131-132. Diakses dari:http://adlm.moj.gov.sa.eng.attach. (11 Juni 2016). 
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kontrak dimana perantara membuat perjanjian dengan seseorang 
untuk mencari pihak lain dalam melakukan kontrak tertentu dan 
untuk bernegosiasi tentang kontrak dengan beberapa imbalan.) 
 
Dalam fatwa DSN-MUI No. 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang 
Keperantaraan (Wasathah) Dalam Bisnis Properti diatur bahwa akad 
wasathah adalah akad keperantaraan (brokerage) yang 
menimbulkan hak bagi wasith (perantara) untuk memperoleh 
pendapatan/imbalan baik berupa keuntungan (al-ribh) atau upah 
(ujrah) yang diketahui (ma’lum) atas pekerjaan yang dilakukannya. 
 
Adapun pendapat (aqwal) ulama terkait wasathah adalah sebagai 
berikut47 : 
a. Imam Bukhari berkata: 
"Ibn Sirin, 'Atha', Ibrahim, dan al-Hasan tidak mempermasalahkan 
(melarang) ujrah atas samsarah." 
b. Ibn Abbas berkata: 
"Tidaklah mengapa seseorang berkata, juallah pakaian ini dengan 
harga sekian; adapun kelebihan dari harga tersebut untuk kamu." 
c. Ibn Sirin berkata: 
"Jika seseorang berkata: 'juallah benda itu dengan harga sekian; 
adapun keuntungan (kelebihan harga jual dari harga yang ditentukan 
pemilik) untuk kamu, atau untuk saya dan kamu (dibagi sesuai 
kesepakatan) tidaklah mengapa.” 
d. Pendapat Ulama lainnya: 
1) Ibrahim, Ibn Sirin, dan 'Atha' membolehkan samsarah/wasathah 
secara multlak; 
2) Ulama Hanafiah membolehkan samsarah/wasathah dengan 
syarat ditentukan dengan jelas jangka waktunya; 
3) Ulama Malikiah membolehkan samsarah/wasathah dengan syarat 
ditentukan dengan jelas jangka waktunya, jenis/bentuk 
                                                          
47 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan 
(Wasathah) Dalam Bisnis Properti. 
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perbuataannya, dan jumlah ujrah yang berhak diterima perantara (sil 
'ah ma'lumah wa 'ajal ma'lum bi ajr ma 'lum); 
4) Ulama Syafi'iah membolehkan samsarah/wasathah dengan syarat 
perantara (wasith) melakukan pekerjaan tertentu (tidak boleh tidak 
melakukan apa-apa); 
5) Imam al-Kasani berpendapat bahwa wasathah dibolehkan dengan 
syarat terhindar dari gharar fahisy dan jahalah fahisyah; karenanya 
harus jelas jenis/bentuk pekerjaan, jumlah ujrah, dan jangka 
waktunya; 
There are a number of terms, which are closely related to the term 
Wasaatah (mediation). Muslim jurists use such terms in the context 
of transactions in general. The following are some of these terms.48 
(Ada sejumlah istilah, yang berkaitan erat dengan Wasathah 
(keperantaraan). Ahli hukum Islam menggunakan istilah-istilah 
seperti dalam konteks transaksi pada umumnya. Berikut ini adalah 
beberapa istilah-istilah tersebut: 
a. Samsarah 
Samsarah is an Arabised word from Persian, which means mediating 
between the buyer and the seller in financial transaction contracts. 
The person who undertakes this job is called simsaar. The simsaar 
helps conclude the sale contract. The simsaar is also a person who 
buys and sells things for other people. In the latter context, he is also 
called dallaal because he points out the goods to the buyer and 
points out the prices to the seller.(Samsarah berasal dari kata 
Arabised, Persia, yang berarti perantara antara pembeli dan penjual 
dalam kontrak transaksi keuangan. Orang yang melakukan 
pekerjaan tersebut disebut simsaar. Simsaar membantu 
menyelesaikan kontrak penjualan. Simsaar juga dapat berarti 
sebagai orang yang membeli dan menjual sesuatu untuk orang lain. 
Dalam konteks yang terakhir, ia juga disebut dallaal karena ia 
menunjukkan barang kepada pembeli dan menunjukkan harga 
kepada penjual). 
Samsarah is also undertaken by a person who concludes a sale 
contract on behalf of the seller (the owner of goods) and bargains on 
his behalf. The simsaar has been defined as the person who points 
                                                          
48Ibid, p. 132-133. 
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to the place of goods and its owner. In its technical sense, Samsarah 
is a contract between two parties where by one of them arranges 
transactions between a buyer and a seller for a certain fee when the 
deal is executed. The simsaar is thus an agent authorised by one of 
the parties to the contract to mediate between him and the other party 
with a view to executing the deal. (Samsarah juga dilakukan oleh 
orang yang melakukan kontrak penjualan atas nama penjual (pemilik 
barang) dan tawar-menawar atas namanya. Simsaar telah 
didefinisikan sebagai orang yang menunjuk pada tempat barang dan 
pemiliknya. Dalam arti teknis, Samsarah adalah kontrak antara dua 
pihak di mana salah satu dari mereka mengatur transaksi antara 
pembeli dan penjual untuk mendapatkan imbalan tertentu ketika 
kesepakatan dijalankan. Simsaar yang demikian merupakan agen 
resmi oleh salah satu pihak dalam kontrak untuk bertindak sebagai 
perantara antara dia dan pihak lain dengan maksud untuk melakukan 
kesepakatan). 
b. Dilaalah 
Dilaalah (mediation) is the verbal noun of the word daleel (also 
spelled dileel). Dilaalah refers to the job undertaken by dallaal, who 
mediates between the buyer and the seller. Dilaalah also denotes the 
fee given to dalaal. Thus, dilaalah is the act of going between the 
buyer and the seller in an attempt to help them execute the deal. The 
dalaal is also the person who announces goods to be sold. According 
to Muslim jurists, there is a slight difference between simsaar and 
dallaal. The simsaar directs to where goods are as well as to their 
owner, whereas the dallaal accompanies the goods and bargains 
over them. As Ibn ‘Aabiden states, “Linguistically, there is no 
difference between a simsaar and a dallaal…However, Muslim jurists 
have distinguished between them. According to them, a simsaar is 
the one who directs to where commodities are as well as to their 
owner, and a dallaal is the one who often accompanies commodities. 
(Dilaalah (keperantaraan) adalah kata benda verbal yang berasal 
dari kata daleel (juga dieja dileel). Dilaalah mengacu pada pekerjaan 
yang dilakukan oleh dallaal, yang bertindak sebagai perantara antara 
pembeli dan penjual. Dilaalah juga menunjukkan imbalan yang 
diberikan kepada dalaal. Dengan demikian, dilaalah adalah tindakan 
antara pembeli dan penjual dalam upaya untuk membantu mereka 
melaksanakan kesepakatan. Dalaal juga merupakan orang yang 
memberitahukan barang yang akan dijual.  
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Menurut ahli hukum Islam, ada sedikit perbedaan antara simsaar dan 
dallaal. Simsaar mengarah pada barang serta pemiliknya, 
sedangkan dallaal yang mengantarkan barang dan melakukan 
tawar-menawar antara mereka. Ibn 'Aabiden, menyatakan "Secara 
tata bahasa, tidak ada perbedaan antara simsaar dan dallaal... 
Namun, para ahli hukum Islam telah membedakan antara mereka. 
Menurut mereka, simsaar adalah orang yang mengarahkan pada 
komoditas (barang) dan juga kepada pemiliknya, dan dallaal adalah 
orang yang sering mengantarkan komoditas (barang) tersebut). 
Wasaatah may be categorised in the same way mediation in financial 
transaction contracts isgenerally categorised. Thus, it may be 
classified as either a form of ijaarah(hire) or wakaalah (agency).49 
(Wasathah dapat dikategorikan sebagai keperantaraan dalam 
kontrak transaksi keuangan. Dengan demikian, dapat 
diklasifikasikan sebagai bentuk ijaarah (sewa menyewa) atau 
wakaalah (lembaga)). 
Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan 
lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa atau 
berbentuk barang. Wasathah adalah pedagang perantara yang berfungsi 
menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung 
resiko. Dengan kata lain perantara (wasith/simsar) ialah penengah antara 
penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.50 Jadi 
wasathah/samsarah adalah keperantaraan antar sebuah perusahaan di 
mana pihak yang memerlukan barang akan menggunakan bantuan jasa 
                                                          
49Ibid, p. 134. 
50Hamzah Ya’qub, 1992, Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam 
Perekonomian, CV. Diponegoro, Bandung, hlm. 269. (Dalam Skripsi Siti Indah Nurvianti, 
2015, Peran Pialang Pada Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Perspektif Hukum 
Islam (Studi di PT. Victory International Future Matos), Jurusan Hukum Bisnis Syariah, 
Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm. 19. 
Diakses dari: http://www.etheses.uin-malang.ac.id. (02 Mei 2016). 
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(perantara) untuk memudahkan terjadinya transaksi jual-beli dengan upah 
yang telah disepakati sebelum akad kerja sama tersebut.  
Wasathah adalah salah satu bentuk muamalah sehingga boleh 
untuk dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Menurut 
pendapat para ulama yaitu Ibrahim, Ibn Sirin dan ’Atha membolehkan 
samsarah/wasathah secara mutlak. Adapun ulama syafi’iah membolehkan 
samsarah/wasathah dengan syarat perantara (wasith) melakukan 
pekerjaan tertentu (tidak boleh tidak melakukan apa-apa). Sementara itu 
Imam al-Kansani berpendapat bahwa wasathah dibolehkan dengan syarat 
terhindar dari gharar fahisy dan jahalah fahisyah karenanya harus jelas 
jenis/bentuk pekerjaan, jumlah ujrah, dan jangka waktunya.51 
2. Rukun dan Syarat Wasathah  
Untuk sahnya akad wasathah harus memenuhi beberapa rukun 
yaitu52 : 
a. Al-Muta’aqidani (penengah/perantara) 
Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada 
perantara (penengah) dan pemilik harta supaya kerja sama tersebut 
berjalan (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi). Seorang wasith 
harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka, dan tidak melakukan penipuan dan 
bisnis yang haram dan syubhat. Dia juga berhak menerima imbalan setelah 
                                                          
51Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan 
(Wasathah) Dalam Bisnis Properti. 
52Zuhdi Masifuk, 1993, Masail Fiqhiyah, CV Haji Mas Agung, Jakarta, hlm. 122. (Siti Indah 
Nurvianti, Loc Cit). 
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berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa 
wasith harus segera memberikan imbalannya. 
b. Mahall Al-Ta’aqud (objek transaksi dan kompensasi) 
Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang 
yang mengandung maksiat dan haram dan juga nilai kompensasi (upah) 
harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham. Para 
ulama mensyaratkan objek transaksi yang legal (masyru) dan kompensasi 
yang telah ditentukan (ma’lum). Jumlah imbalan yang harus diberikan 
kepada wasith adalah menurut perjanjian. Apabila jumlah imbalannya tidak 
ditentukan dan perjanjian,53 maka hal ini termasuk dalam kategori gharar. 
c. Sighat (lafadz akad) 
Sighat adalah lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas 
transaksi pemakelaran tersebut. Supaya kerja sama tersebut sah maka, 
kedua belah pihak tersebut harus membuat sebuah akad kerja sama 
(perjanjian) yang memuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Di 
Indonesia, wasathah dikenal juga dengan istilah samsarah yang berarti 
makelar atau perantara. Pekerjaan makelar menurut pandangan islam 
adalah termasuk akad ijarah, yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu 
barang, misalnya rumah, atau orang, misalnya pelayan, atau pekerjaan 
atau keahlian seoarang ahli, jasa pengacara, konsultan, dan sebagainya 
dengan imbalan.54 
                                                          
53Ibid, hlm. 123. (Siti Indah Nurvianti, Op Cit, hlm. 20).  
54 Sayyid Sabiq, 1996, Fikih Sunnag Jilid 12, Diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki 
dkk, Alma’ Arif, Bandung, hlm. 198. (Siti Indah Nurvianti, Ibid, hlm. 21).  
 37 
 
Adapun syarat wasathah yang membuat sahnya akad wasathah 
yaitu55: 
a. Persetujuan kedua belah pihak; 
b. Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat 
diserahkan; 
c. Obyek akad bukan hal-hal maksiat atau haram, misalnya mencarikan 
untuk kasino, porkas, dan sebagainya. 
d. Terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan dalam muamalah, 
seperti riba, gharar fahisy, maisir, dan risywah; 
3. Manfaat Wasathah  
Manfaat/hikmah wasathah  yakni: 
Rasulullah SAW bersabda sebaik-baik manusia adalah yang 
bermanfaat bagi yang lainnya. Adanya wasith/samsarah atau perantara 
merupakan contoh konkret dari wujud saling tolong-menolong dalam 
bermuamalah. Seseorang akan terbantu dengan kehadiran wasith dalam 
menjual atau membeli suatu barang. Seorang penjual tidak perlu untuk 
meluangkan banyak waktu dan tenaga untuk mencari pembeli. Demikian 
juga pembeli juga tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mencari 
barang yang dia butuhkan.56 
 
                                                          
55Ibid, hlm. 199. (Siti Indah Nurvianti, Ibid). 
56 Siti Indah Nurvianti, 2015, Peran Pialang Pada Transaksi Perdagangan Berjangka 
Komoditi Perspektif Hukum Islam (Studi di PT. Victory International Future Matos), Skripsi, 
Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
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4. Wasathah dalam Bisnis Properti 
Properti adalah harta berbentuk tanah dan gedung beserta sarana 
dan prasarana yang menggambarkan elemen yang tidak terpisahkan pada 
tanah dan gedung yang dimaksud. Bisnis properti merupakan bisnis yang 
berkaitan dengan tanah, dan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. 
Dalam bisnis properti terdapat sejumlah pihak yang terlibat, antara lain 
pemerintah, pemilik/pengembang, pengguna/pembeli, pihak bank, dan 
broker properti.57 
Pemerintah dalam bisnis properti merupakan pihak yang 
mengeluarkan regulasi dan tata tertib pelaksanaan bisnis properti. 
Pemerintah juga menjadi pihak yang mengawasi bisnis properti yang 
berlangsung di wilayah hukumnya. Pemilik/pengembang merupakan pihak 
yang memiliki properti baik berupa lahan maupun bangunan di atasnya, 
Pemilik/pengembang menjalankan bisnis properti dengan menjual properti 
kepada masyarakat pembeli. Pengguna/pembeli merupakan pihak yang 
menjadi target sasaran pembeli. Pihak bank merupakan pihak yang 
menyediakan dana baik untuk modal pengembang membangun properti, 
maupun modal kredit/pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) untuk calon 
pembeli yang tidak memiliki uang tunai untuk membeli rumah. Adapun 
                                                          
57 Andri Soemitra, 2015, Pola Ijtihad Fatwa DSN MUI No. 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang 
Keperantaraan (Wasathah) Dalam Bisnis Properti, hlm. 42. (Dalam Jurnal Hukum Islam 
“Istishlah” Volume. X No. 2 Juli-Desember 2015, ISSN 0854-171X, Diterbitkan oleh 
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Medan). 
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broker atau agen atau pialang properti adalah pihak yang bertugas 
menjembatani antara pembeli dengan penjual properti.58 
Broker/agen/pialang bekerja memfasilitasi pihak penjual atau 
pembeli yang ingin membeli, menyewa, dan menjual properti yang 
diinginkan. Pekerjaan menjadi perantara bisnis properti diambil karena 
sejumlah alasan, yaitu relatif tidak memerlukan modal besar, tidak terikat 
waktu, serta penghasilan yang adil dan tinggi. Pekerjaan menjadi perantara 
perdagangan properti diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI 
Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara 
Perdagangan Properti. Perantara  perdagangan properti berhak 
mendapatkan komisi atas jasanya melakukan pekerjaan sebagai perantara. 
Selain itu, keperantaraan ini juga secara tegas diatur dalam Fatwa DSN 
MUI No. 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (Wasathah) dalam 
Bisnis Properti.59 
Fatwa ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2014. Fatwa ini 
diterbitkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Capitalinc 
Finance melalui surat kepada DSN-MUI dengan Ref. No. 905/CF/DIR/IX/13 
tertanggal 24 September 2013 yang meminta jawaban atas hukum 
keperantaraan dalam bisnis properti menurut hukum islam.60 Fatwa ini 
diterbitkan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk 
                                                          
58Ibid, hlm. 42 
59Ibid, hlm. 42-43. 
60Ibid, hlm. 43. 
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menjalankan aktivitas bisnis agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah 
(shariah compliant).61 
Fatwa ini dapat diuraikan dalam beberapa tahapan. Pertama, DSN-
MUI mengidentifikasi bentuk transaksi keperantaraan bisnis properti 
sebagai sesuatu transaksi yang tidak mempunyai nash khusus sebagai 
rujukan. Fatwa ini merupakan dasar penetapan fatwa pada prinsip-prinsip 
umum yang ditarik dari beberapa macam dalil, yaitu dalil Al-Qur’an, dalil Al-
Hadis, dan dalil Kaidah Fikih. Kedua, fatwa ini juga mempertimbangkan 
pendapat sejumlah ulama, ketentuan Al-Ma’ayir, Al-Syar’iyyah, dan 
pertimbangan sejumlah Fatwa DSN MUI lain yang relevan dengan masalah 
keperantaraan bisnis properti. Ketiga, DSN MUI mencari cara menemukan 
kemaslahatan yang dapat ditarik dari pembolehan transaksi keperantaraan 
(wasathah) dalam bisnis properti yang didasarkan pada akad wakalah bi al-
ujrah, Bai’ Al-Samsarah, atau akad jualah yang sudah dikenal dalam 
khazanah fiqh muamalah. Praktik keperantaraan dalam bisnis properti 
merupakan salah satu bentuk bisnis yang diakui oleh DSN-MUI sebagai 
bisnis yang semakin berkembang.62 
Berdasarkan uraian tersebut, dapat diklasifikasikan bahwa fatwa ini 
bermetode ta’lili di mana DSN MUI menggali dan menetapkan hukum suatu 
kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nash baik 
secara qath’iy maupun zhanny, dan tidak ada pula ‘ijma yang menetapkan 
                                                          
61Ibid, hlm. 47. 
62Ibid, hlm. 48. 
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hukumnya. Hukumnya tersirat dalam dalil yang ada. Ta’lili dilakukan dengan 
metode qiyas dan istihsan.63 Dengan demikian, fatwa ini menjadi jawaban 
atas perkembangan jenis bisnis ini yang semakin banyak dipraktikkan oleh 
masyarakat di era modern. Keperantaraan dalam bisnis properti sepanjang 
dilaksanakan sejalan dengan panduan yang telah ditetapkan dalam fatwa 
tersebut hukumnya boleh (mubah). Hal ini tentu memberikan peluang bagi 
perkembangan jenis bisnis keperantaraan dalam bidang bisnis properti.64 
D. Kegiatan-Kegiatan yang Dilarang dalam Konteks Muamalah 
1. Gharar 
Gharar mengacu pada ketidakpastian atau kerugian yang mungkin 
akan disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai suatu hal  atau harga dalam 
sebuah kontrak (akad) atau pertukaran. Gharar berarti bahaya, 
kesempatan, taruhan, atau risiko (khatar). Gharar ditemukan jika kewajiban 
salah satu pihak terhadap sebuah kontrak (akad) bersifat tidak pasti atau 
tidak jelas; pengiriman atas salah satu barang yang dipertukarkan tidak 
berada dalam kendali pihak mana pun atau pembayaran dari salah satu 
pihak tidak jelas. Menurut terminologi para ahli hukum, gharar adalah 
penjualan atas suatu barang yang barangnya tidak ada di tempat atau 
penjualan atas suatu barang yang aqibahnya (konsekuensi) tidak diketahui 
atau suatu penjualan yang meliputi ketidakpastian di mana seorang tidak 
mengetahui apakah perjanjian ini akan terlaksana atau tidak.65 
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65 Muhammad Ayub, 2007, Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah, PT 
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Lebih lanjut secara literal gharar berarti risiko atau bahaya. Dalam 
bentuk yang lain gharar bisa diasosiasikan dengan kata taghir yang 
merupakan kata benda kerja yang berarti adalah menukarkan properti 
seseorang kepada orang lain dengan adanya unsur yang tidak diketahui 
atau unsur tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau 
membahayakan.66 
Penjelasan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 
10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 
9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan 
Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank 
Syariah memberikan pengertian mengenai gharar sebagai transaksi yang 
objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak 
dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam 
syariah.67 
Dalam terminologi legal, gharar dapat memiliki arti yang berbeda-
beda, hal itu tampak dalam penjelasan berikut: Pertama, gharar yang hanya 
terkait dengan kasus yang meragukan atau ketidakpastian, misalnya saja 
apakah sesuatu itu akan terjadi atau tidak. Jadi di sini tidak mencakup 
batasan atau pengertian tentang sesuatu yang tidak diketahui, jadi hanya 
eksklusif pada hal-hal yang tidak pasti atau meragukan. Pendapat ini 
                                                          
66 Agus Trianta, 2010, Gharar; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait 
Screening Criteria di Jakarta Islamic Index, hlm. 619. Diakses dari: http:/www.law.uii.ac.id. 
(02 Mei 2016) 
67 Sutan Remy Sjahdeini, 2014, Perbankan Syariah Produk-produk Aspek-Aspek 
Hukumnya, Kencana, Jakarta, hlm. 169. 
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sejalan dengan pernyataan Ibnu Abidin; Kedua, gharar dapat diterapkan 
pada sesuatu yang tidak diketahui, bukannya meragukan, pendapat ini 
dianut oleh Mazhab Zahiri, misalnya saja pernyataan Ibnu Hazm yang 
menyatakan bahwa gharar dalam jual beli itu terjadi apabila pembeli tidak 
tahu apa yang dia beli dan penjual tidak tahu apa yang dia jual; Ketiga, 
gharar yang merupakan kombinasi dari dua kategori, yakni baik yang tidak 
diketahui maupun yang meragukan sebagaimana yang didefinisikan oleh 
As Sarahasi yang berkata gharar akan didapati apabila konsekuensi atau 
akibatnya itu tidak terungkap dan definisi yang ketiga ini yang banyak 
dimininati di dalam hukum islam.68 
Dari berbagai pengertian mengenai gharar di atas dapat disimpulkan 
bahwa secara sederhana gharar terkait dengan ketidakjelasan atau keragu-
raguan akan sesuatu dalam melakukan muamalah. Larangan tentang 
muamalah yang mengandung unsur gharar terdapat Al-Qur’an dan As-
Sunnah. Dalam Al-Qur’an larangan tersebut antara lain terdapat dalam Al-
Qur’an surat An-Nisa : 29. Sementara dalam hadits menyebutkan bahwa: 
“Rasulullah SAW telah melarang akan jual beli yang mengandung gharar” 
(HR. Muslim).69 
Menurut Hashim Kamali untuk dapat memiliki akibat hukum gharar 
harus memenuhi empat syarat. Pertama, tingkatan gharar tersebut sangat 
tinggi (eksesif), bukannya gharar yang ringan; Kedua, harus terjadi pada 
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kontrak yang bersifat kumulatif (mu’awadhat), bukannya semacam 
pemberian (tabarru’at); Ketiga, kesamaran itu terjadi pada objek utama, 
bukan objek pelengkap, misalnya jika jual beli pada sapi betina yang hamil, 
objek utamanya bukan pada janin sapi betina tersebut, tapi pada induknya; 
Keempat, objek dalam kontrak tersebut bukan suatu barang yang sedang 
dalam kebutuhan mendesak.70 
Mengamati berbagai larangan bagi terjadinya gharar dalam transaksi 
menurut syariat Islam, maka gharar dapat diklasifikasikan menjadi dua: 
Pertama, gharar terkait dengan kontrak, gharar ini muncul dikarenakan 
adanya kontrak yang memang berimplikasi pada adanya ketidakjelasan 
atau ketidaktahuan. Ada beberapa kontrak yang mengandung gharar, 
meliputi (1) Dua jual beli dalam satu kontrak; (2) Down payment atau arbun; 
(3) Jual beli yang hanya sekedar menyentuh atau tidak boleh mengecek 
barang; (4) Perdagangan yang disandarkan pada peristiwa tertentu di masa 
mendatang sebagai syaratnya (mu’allaq); (5) Perdagangan yang ditunda 
untuk masa tertentu di waktu yang akan datang (mudhaf).71 
 Kedua adalah gharar yang terkait dengan objek, gharar yang terkait 
dengan objek ini pada prinsipnya adalah semua ketidakjelasan atau 
ketidaktahuan akan jenis dari suatu barang, klasifikasi barang serta sifat-
sifat termasuk kuantitas, identitas spesifik ataupun karena waktu 
pembayaran yang tidak pasti. Termasuk dalam gharar yang terkait dengan 
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objek ini adalah jika objeknya tidak memungkinkan untuk diserahkan atau 
objeknya tidak eksis atau tidak ada dan terakhir adalah objek yang tidak 
dapat disaksikan atau dilihat. Secara detail, cakupan gharar jenis ini adalah: 
(1) Ketidaktahuan akan jenis objek; (2) Ketidaktahuan akan spesies objek, 
ketidaktahuan akan sifat (atribut) objek; (3) Ketidaktahuan akan kuantitas 
objek; (4) Ketidakmampuan untuk menyerahkan barang; (5) 
Memperjanjikan objek yang tidak ada; serta (6) Memperjualbelikan barang 
yang tidak dapat dilihat.72 
Ketidakpastian (juhalah) tidak mungkin dihindarkan sama sekali 
dalam muamalah. Pengambilan risiko (risk-taking) merupakan kondisi yang 
harus dihadapi untuk memeroleh keuntungan dalam bisnis. Masalahnya 
adalah sampai sejauh mana ketidakpastian yang terdapat dalam suatu 
transaksi mengakibatkan transaksi tersebut dapat digolongkan dalam 
transaksi yang haram.73 Menurut banyak ahli, tingkatan gharar dapat 
diklasifikasikan menjadi dua: Pertama, gharar fahisy. Gharar fahisy adalah 
gharar yang memang jelas-jelas tingkat ghararnya itu sangat tinggi, tingkat 
ketidaktahuannya atau diragukannya itu sudah sangat tinggi, sehingga 
kontrak atau transaksi yang mengandung unsur tersebut menjadi sangat 
spekulatif dan adanya sifat yang gambling, mengadu nasib atau untung-
untungan serta berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi. 
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Gharar fahisy ini menurut para ulama disepakati tidak boleh ada di dalam 
kontrak, atau gharar fahisy ini menjadikan batalnya sebuah kontrak.74  
Abu al-Walid al-Baji menjelaskan batasan (dhabit) gharar fahisy 
tersebut, yaitu :75 
“Gharar (fahisy) itu adalah gharar yang sering terjadi pada akad-
hingga-menjadi sifat akad tersebut”. 
Atau singkatnya, gharar fahisy adalah gharar yang bisa dihindarkan 
dan menimbulkan perselisihan di antara para pelaku akad.  Termasuk tidak 
adanya kejelasan terhadap jenis/bentuk pekerjaan, jumlah ujrah 
(komisi/upah), dan jangka waktu pekerjaan seorang perantara 
perdagangan. Hal ini merupakan suatu ketidakjelasan atau ketidakpastian 
yang tinggi sehingga menimbulkan ketidakjelasan terhadap hak dan 
kewajiban perantara dan pengguna jasa perantara.76  
Gharar jenis ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan tempat. 
Oleh karena itu, standar gharar ini dikemabalikan kepada ‘urf (tradisi). 
Jika tradisi pasar mengategorikan gharar tersebut adalah gharar 
fahisy, maka gharar itu juga termasuk gharar fahisy menurut syariah. 
Diantara contoh gharar fahisy adalah menjual buah-buahan yang belum 
matang, menyewakan (ijarah) suatu manfaat barang atau jasa tanpa batas 
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waktu, memesan barang (akad salam) untuk barang yang tidak pasti ada 
pada waktu penyerahan. 
Selain itu juga Menurut ‘urf (tradisi) gharar ini bisa menyebabkan 
terjadinya perselisihan antara pelaku akad, oleh karena itu gharar jenis ini 
mengakibatkan akad menjadi fasid (tidak sah). 
Sebuah akad dianggap mengandung gharar apabila ia merupakan77 
: 
a. Suatu peristiwa di mana pihak-pihak terkait tidak menyadari 
dengan pasti apakah peristiwa itu akan terjadi atau tidak. 
b. Sesuatu yang berada di luar pengetahuan pihak-pihak terkait, 
sehingga tidak diketahui. 
c. Sesuatu yang tidak diketahui oleh piha-pihak terkait apakah ia 
ada atau tidak. 
d. Sesuatu di mana kuantitasnya tidak diketahui. 
e. Tidak jelas takarannya dan spesifikasi barang yang dijual 
f. Tidak jelas bentuk barangnya. 
g. Informasi yang diterima tidak jelas  
Semakin tinggi kandungan unsur jahl (ketidakjelasan) dan unsur 
mudharatnya, maka semakin tinggi pula tingkat pengharaman dan 
dosanya. Maka dari itu, ketika bentuk kerjasama (musyarakah) yang 
dibangun atas dasar keadilan dan persamaan, antara dua pihak yang 
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berserikat maka syarat-syarat yang menafikan hal itu atas dasar memberi 
mudharat dilarang adanya.78   
Kedua, gharar yasir. Pada gharar yasir ini tingkat ketidakjelasannya 
sangat tipis atau kecil, dan disamping itu terkadang sesuatu hal yang 
terkadang tidak mungkin dapat dihindari dalam sebuah kontrak atau 
transaksi. Contoh dari gharar yasir adalah misalnya menjual rumah tanpa 
harus melihat fondasinya, kemudian persewaan pemandian umum 
meskipun dengan harga yang rata-rata sama meski orang itu memakai 
jumlah yang berbeda. Dari kedua jenis gharar tersebut, maka gharar yang 
berefek pada rusaknya sebuah kontrak adalah gharar fahisy. Gharar yasir 
tidak berdampak pada keberlangsungan kontrak atau keabsahannya.79 
Seperti yang diindikasikan sebelumnya, gharar lebih berhubungan 
dengan ketidakpastian dibandingkan dengan risiko seperti yang digunakan 
dalam terminologi perniagaan. Ketidakpastian ini berkaitan dengan 
eksistensi subjek, hak atas atau manfaat bagi semua pihak, dan 
konsekuensi kontrak (akad). Beberapa ahli hukum menerapkannya pada 
kasus-kasus keragu-raguan, yakni apakah suatu hal akan terjadi atau tidak. 
Hal ini mengecualikan objek-objek yang tidak diketahui. Di lain pihak, aliran 
pemikiran Zahiri menerapkannya hanya pada yang tidak diketahui untuk 
pengecualian keraguan. Namun, mayoritas ahli hukum memasukkan baik 
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yang tidak diketahui maupun yang diragukan menjadi transaksi yang 
berbasis gharar dan dengan demikian dilarang.80 
 
2. Riba 
Secara harfiah riba adalah kelebihan, dan secara terminologi 
syariah, riba berarti tambahan, sekecil apa pun, di atas dan melebihi jumlah 
pokok dari sebuah pinjaman atau utang. Berdasarkan pengertian tersebut 
istilah riba bisa dikonotasikan dengan apa saja dalam perspektif bisnis dan 
keuangan dewasa ini.81 Para ulama sepakat bahwa riba terdapat pada dua 
hal; yakni pada jual beli, dan pada sesuatu yang ditetapkan dalam 
tanggungan berupa penjualan, atau pinjaman, atau hal selain itu.82 
Mengingat semua jenis transaksi, definisi lebih luas dari riba dapat 
ditentukan sebagai berikut:83 
Riba berarti dan mencakup adanya penambahan di atas dan 
melebihi jumlah pokok yang harus dibayar dalam sebuah kontrak 
(akad) kewajiban tanpa diimbangi kenaikan yang sesuai dalam 
tenaga kerja, komoditas, risiko, atau keahlian.  
 
Oleh karena itu, riba mencakup baik riba maupun bunga seperti yang 
digunakan dalam terminologi perniagaan modern. Kata-kata “bunga” pada 
umumnya sekarang telah diterima dan dipahami sebagai riba. Transaksi 
pinjaman perbankan konvensional yang memuat bunga mengandung 
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ribaan-nasiah dan ribaal-fadl sejumlah tambahan uang yang dibayar pada 
saat pembayaran jatuh tempo sesuai dengan kontrak (akad) pinjaman.84 
Larangan atas riba secara eksplisit diatur dalam Al-Qur’an. 
Walaupun beberapa diantaranya yang diturunkan di Mekkah hanya 
mengindikasikan ketidaksenangan terhadap riba, pelarangan yang tegas 
ditetapkan oleh Islam pada waktu sebelum peristiwa perang ‘uhud pada 
tahun ke tiga hijriyah. Larangan final ditentukan pada tahun sepuluh hijriyah 
atau sekitar dua minggu sebelum wafatnya Nabi Muhamad SAW. Dalam 
kitab suci Al-Qur’an, istilah riba disebutkan dalam empat surah dalam Al-
Qur’an, yaitu surah Al-Baqarah ayat 257, ayat 276, serta ayat 278-280, 
surah Ali Imran ayat 130, surah An-Nisa ayat 161, dan surah Ar-Ruum ayat 
39. 
Surah-surah Al-Qur’an tersebut masing-masing menentukan 
mengenai larangan riba sebagai berikut :85 
a. Surat Ar-Rum, ayat 39. 
“dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta 
manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. 
Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan 
untuk memperoleh keridaan Allah, maka mereka itulah orang-orang 
yang melipat gandakan (pahalanya).” (30: 39) 
 
b. Surat An-Nisa, ayat 161. 
“dan karena mereka menjalankan riba, padahal sesungguhnya 
mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta 
orang dengan cara yang tidak sah (batil). Kami telah menyediakan 
untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.” (4: 161) 
 
                                                          
84Ibid. 
85Sutan Remy Sjahdeini, Op Cit, hlm. 159-161. 
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c. Surat Ali-Imran, ayat 130-132. 
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba 
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu 
beruntung. Dan peliharalah dirimu dari apin neraka, yang disediakan 
bagi orang-orang kafir. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul 
(Muhammad), agar kamu diberi rahmat.” (3: 130-132) 
 
d. Surat Al-Baqarah, ayat 275-281. 
“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang 
demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan 
riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia 
berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi 
miliknya, dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa yang 
mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di 
dalamnya.” (2 : 275) 
 
“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak 
mneyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang 
dosa”. (2 : 276) 
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan 
tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.” 
(2 : 278) 
“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari 
Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak 
atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak 
dizalimi (dirugikan).” (2 : 279) 
“dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang 
waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu 
menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (2 : 
280) 
“dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada 
Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai 
dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi 
(dirugikan).” (2 : 281) 
Sedangkan dalam hadits Rasulullah Muhammad SAW banyak 
ditemukan hadits yang menyinggung beragam aspek riba, seperti 
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larangannya, besarnya dosa, dan bentuknya. Diantaranya adalah sebagai 
berikut:86 
a. Dari Jabir ra: “Nabi Muhammad SAW. Mengutuk penerima dan 
pembayar bunga, orang yang mencatatnya, dan saksi mata dari 
transaksi tersebut dan mengatakan: “Mereka semua sama (dalam 
dosa)”. 
b. Nabi Muhammad SAW mengumumkan pengaharaman riba secara 
tegas pada saat pelaksanaan ibadah Haji-Nya yang terakhir yang 
banyak dihadiri para sahabat Nabi bersabda : “Semua bentuk riba 
telah dihapuskan; pokok harta sudah tentu menjadi milik kalian 
sebagaimana mestinya; kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan 
tidak dizalimi (dirugikan). Allah telah menyampaikan firman-Nya 
yang melarang riba secara total. Aku mulai dari semua jumlah riba 
yang harus dibayar orang-orang kepada pamanku, Abbas, dan 
menyatakan semua jumlah tersebut dihapus”. Beliau yang mewakili 
pamannya kemudian menghapus seluruh jumlah riba yang akan 
jatuh tempo pada pokok pinjamannya dari semua debiturnya. 
Berdasarkan referensi-referensi yang berasal dari Al-Qur’an dan As-
Sunnah, dapat diperoleh beberapa kesimpulan mengenai besarnya dosa 
riba, bentuk-bentuk dan konotasinya. Keterlibatan dalam transaksi yang 
berbasiskan riba setaraf dengan sedang berperang melawan Allah SWT 
dan Rasul-Nya, yang bahkan tiada orang yang berpikir untuk itu. Bukan 
                                                          
86Muhammad Ayub, Op Cit, hlm. 71-72. 
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hanya pihak yang memberikan pinjaman, tapi juga pihak yang meminjam, 
dan karena pihak-pihak lain yang terlibat ikut mendapatkan dosa karena 
membayar bunga atau karena membantu bisnis yang berbasiskan bunga. 
Jika orang-orang yang miskin terpaksa meminjam dengan bunga untuk 
memenuhi kebutuhan makanan pokoknya, masih ada kemungkinan 
mendapatkan izin secara terbatas untuk meminjam dengan bunga. Akan 
tetapi, jika seseorang memanfaatkan pinjaman berbasis bunga untuk 
konsumsi kemewahan atau untuk pengembangan bisnisnya, ia patut 
dihukum menurut ajaran-ajaran tersebut.87 
3. Maisir 
Kata Maisir secara identik digunakan dalam Bahasa Arab. Maisir 
mengacu pada perolehan kekayaan secara mudah atau perolehan harta 
berdasarkan peluang, entah dengan mengambil hak orang lain atau tidak. 
Adapun kata Maisir juga biasa disebut dengan Qimar, yang berarti 
permainan peluang keuntungan seseorang di atas kerugian yang lain, 
seseorang mempertaruhkan uang atau sebagian kekayaannya, di mana 
jumlah uang yang dipertaruhkan memungkinkan untuk mendapatkan atau 
kehilangan jumlah uang yang sangat besar. Sementara kata yang 
digunakan dalam Kitab Suci Al-Qur’an untuk pelarangan atas “Maisir” 
adalah judi dan pertaruhan (Surat ke-2 ayat 219 dan Surat ke-5 ayat 90 dan 
                                                          
87Ibid, hlm. 73. 
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91), literatur Hadis membahas tindakan ini secara umum dengan nama 
Qimar.88 
Menurut para ahli hukum, terdapat perbedaan antara Maisir dan 
Qimar. “Maisir” berasal dari kata “Yusr” yang berarti mengharapkan sesuatu 
yang berharga dengan mudah atau tanpa membayar kompensasi sepadan 
(‘Iwad) untuknya atau tanpa berusaha mendapatkannya atau tanpa 
mengambil tanggung jawab atasnya melalui permainan peluang. 
Sementara itu, Qimar juga berarti penerimaan uang, keuntungan atau 
manfaat atas biaya pihak lain, dengan kata lain perolehan hak atas uang 
atau manfaat melalui peluang. Kedua kata tersebut dapat diterapkan pada 
permainan peluang. Referensi dari Kitab Suci Al-Qur’an mengenai hal ini 
adalah seperti yang tertera sebagai berikut:89 
a. Surah Al-Ma’idah ayat 90. 
“Wahai orang-orang beriman! Sesungguhnya minuman keras, 
berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan 
anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. 
Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung “. (5 : 
90) 
b. Surah Al-Ma’idah ayat 91. 
 
“Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud 
menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan 
menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan 
salat maka tidakkah kamu mau berhenti?” (5 : 91) 
 
c. Surah Al-Baqarah ayat 219. 
 
“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan 
judi. Katakanlah, ‘Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa 
                                                          
88Ibid, hlm. 97-98. 
89Ibid, hlm. 98. 
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manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada 
manfaatnya’.” (2: 219) 
Maisir dalam konteks judi merupakan suatu bentuk gharar karena 
penjudinya mengabaikan hasil perjudian tersebut. Seseorang 
mempertaruhkan uangnya di mana jumlah yang dipertaruhkan tersebut 
memungkinkannya mendapatkan atau kehilangan jumlah uang yang sangat 
besar.  
Menurut Federal Shariat Court (FSC) Pakistan, undian di mana 
kupon atau label diberikan dan rangsangan atau insentif disediakan oleh 
perlombaan yang tidak pasti serta tidak diketahui yang bergantung pada 
peluang, atau hadiah yang tidak sepadan dibagi-bagikan melalui penarikan 
undian dan di mana seseorang bermaksud memungkinkan dirinya 
mendapatkan peluang atas hadiah-hadiah tersebut berarti melawan ajaran 
Syariah. Federal Shariat Court menambahkan bahwa sebuah skema di 
mana uang para investor aman dan utuh, tapi hadiah yang akan diberikan 
mengandung bunga yang dihasilkan dari akumulasi modal, juga melawan 
ajaran Syariah karena keterlibatannya dalam Maisir.90 
Lebih lanjut, Maisir juga umumnya dilibatkan dalam beberapa 
transaksi finansial dan skema/produk perbankan konvensional. Asuransi 
konvensional juga tidak sesuai dengan Syariah karena keterlibatannya 
dalam Riba dan Maisir. Pemerintah dan perusahaan sektor publik/swasta 
                                                          
90Ibid, hlm. 98-99. 
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memobilisasi sumber daya berbasiskan lotre serta undian yang termasuk 
dalam perjudian dan oleh karenanya dilarang.91 
Maisir berarti mendapatkan sesuatu dengan terlalu mudah atau 
mendapatkan keuntungan tanpa harus bekerja sama sekali. Semua kontrak 
(akad) yang melibatkan Maisir dilarang. Lotre dan skema berhadiah yang 
dewasa ini beredar didasarkan sepenuhnya pada keberuntungan. 
Perjudian dadu dan pertaruhan termasuk dalam definisi perjudian serta 
Maisir. Oleh karena itu, bank syariah tidak dapat meluncurkan skema atau 
produk seperti itu.92 
4. Risywah 
Risywah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada 
orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil 
(tidak benar menurut syariah) atau membatilkan perbuatan yang hak. 
Pemberi disebut rasyi, sedangkan penerima disebut mustasyi dan 
penghubung antara rasyi dan murtasyi disebut ra’isy.93 Suap, uang pelicin, 
money politic dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai risywah 
apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatilkan 
perbuatan yang hak. 
Hadiah kepada pejabat adalah suatu pemberian dari seseorang 
dan/atau masyarakat yang diberikan kepada pejabat, karena 
                                                          
91Ibid, hlm. 99. 
92Ibid, hlm. 174. 
93Ibn al-Atsir, al Nihayah fi Gharib al-Hadis wa al-Atsar II, hlm. 226. (Dikutip dalam Majelis 
Ulama Indonesia, 2011, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, Erlangga, 
Jakarta, hlm. 391). 
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kedudukannya, baik pejabat di lingkungan pemerintahan maupun lainnya. 
Korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang ada dibawah 
kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syariat islam. 
Risywah diatur dalam Al-Qur’an yakni terdapat dalam: 
a. Surah Al-Baqarah : 188. 
“dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain 
di antara kamu  dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 
memakan sebagian  daripada harta benda orang lain itu dengan 
(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (2 : 188) 
 
b. Surah An Nisa : 29. 
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 
kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka 
sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, 
sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (4 : 29) 
 
c. Surah Ali Imran : 161. 
“tidak mungkin seorang nasbi berkhianat dalam urusan harta 
rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan 
rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang 
membawa apa yang dihianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan 
diberi pembalasan  tentang apa yang ia kerjakan dengan 
(pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”. (3 : 161) 
 
Hukum risywah adalah:94 
a. Memberikan risywah dan menerimanya hukumnya haram; 
b. Melakukan korupsi hukumnya haram; 
c. Memberikan hadiah kepada pejabat : 
                                                          
94 Majelis Ulama  Indonesia, 2011, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, 
Erlangga, Jakarta, hlm. 391.  
 58 
 
1) Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat 
tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu 
hukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya; 
2) Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum 
pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga 
kemungkinan : 
a) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak 
akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima 
hadiah tersebut tidak haram; 
b) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan 
(perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah 
tersebut; sedangkan bagi pemberi; haram memberikannya 
apabila pemberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan 
sesuatu yang batil (bukan haknya); 
c) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, 
baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan 
pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, 
maka halal bagi pemberi hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram 
menerimanya. 
Risywah hukumnya haram berdasarkan nash (teks syari’at) dan ijma’ 
(kesepakatan para ulama). Risywah sama halnya dengan sesuatu yang 
diberikan kepada seorang hakim. Selain itu umumnya digunakan untuk 
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A. Lokasi Penelitian 
Guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka penelitian 
dilakukan di wilayah Kota Makassar dan Jakarta dengan pertimbangan 
bahwa objek permasalahan yang dibahas mengakomodir di kedua tempat 
tersebut. Adapun tempat penelitian tersebut adalah: 
1. Perusahaan Developer Properti, 
2. Perusahaan Developer Properti Syariah, 
3. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar,  
4. Perusahaan Pembiayaan Syariah. 
B. Populasi dan Sampel 
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Perusahaan 
Developer Properti, Perusahaan Developer Properti Syariah, Bank Syariah 
Mandiri, dan Perusahaan Pembiayaan Syariah. Teknik pengambilan 
sampel dilakukan dengan cara random sampling. Berdasarkan teknik 
pengambilan sampel tersebut yang menjadi sampel penelitian adalah 
direktur dan staf marketing Perusahaan Developer Properti, wasith 
Perusahaan Developer Properti Syariah, legal officer Bank Syariah Mandiri 
Cabang Makassar, dan staf marketing Perusahaan Pembiayaan Syariah.  
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
dibagi ke dalam dua jenis data, yaitu: 
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1. Data Primer yaitu informasi yang diperoleh di lapangan melalui 
wawancara langsung dengan pihak yang berwenang. Dalam hal ini 
adalah direktur dan karyawan Perusahaan Developer Properti, wasith 
dalam Perusahaan Developer Properti Syariah, legal officer Bank 
Syariah Mandiri Cabang Makassar dan staf marketing Perusahaan 
Pembiayaan Syariah. 
2. Data sekunder yaitu informasi yang diperoleh secara tidak langsung 
seperti data dan informasi yang diperoleh dari instansi atau lembaga 
tempat penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian ini. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua, 
yakni: 
1. Teknik wawancara yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui 
tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan 
melakukan wawancara secara terstruktur untuk memperoleh data dan 
informasi yang diperlukan; 
2. Teknik studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan 
mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, 
buku-buku, media elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan 
permasalahan yang dibahas. 
E. Analisis Data 
Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, 
mengorganisasi ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Data 
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yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen akan  dianalisis 
secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan 
menjelaskan dan menggambarkan mengenai perlindungan hukum 
konsumen pengguna jasa wasathah terhadap akad wasathah yang dapat 






A. Mekanisme/Prosedur Akad Wasathah Ditinjau Dari Perspektif 
Ekonomi Syariah  
Sejatinya prosedur atau mekanisme dalam menggunakan suatu 
akad dibuat agar tujuan yang ingin dicapai dapat berjalan dengan baik. 
Prosedur atau mekanisme tersebut juga harus sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan agar tidak mengakibatkan perbuatan yang melawan 
atau melanggar hukum. Begitu juga dalam penggunaan jasa 
perantara/wasith dalam akad wasathah pada bisnis properti yang telah 
diatur berdasarkan kebiasaan dan/atau peraturan tertulis oleh perusahaan 
properti. Sebelum menguraikan mengenai prosedur/mekanisme tentang 
akad wasathah. Terlebih dahulu akan diuraikan mengenai 
prosedur/mekanisme dalam menjalankan perjanjian keperantaraan dalam 
bisnis properti berdasarkan sistem konvensional.96  
Secara umum perantara dalam bisnis properti terbagi menjadi dua, 
yaitu perantara yang bekerja dalam perusahaan perantara properti dan 
perantara yang bertindak atas dirinya sendiri atau tidak bekerja dalam 
perusahaan perantara properti. Terdapat perbedaan prinsipil antara dua 
jenis perantara tersebut yakni dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan 
                                                          




komisi/fee antara freelance97 yang bekerja dalam suatu badan hukum dan 
freelance yang bekerja atas dirinya sendiri atau freelance yang tidak bekerja 
dalam suatu badan hukum. Biasanya perantara yang bekerja dalam suatu 
badan hukum tertentu meminta komisi/fee yang lebih besar kepada pihak 
pengembang properti daripada perantara yang tidak bekerja dalam suatu 
badan hukum tertentu. Menurut  Idham98 biasanya freelance yang bekerja 
dibawah naungan badan hukum meminta komisi/fee sebesar 3-5% (tiga 
sampai lima persen) dari nilai transaksi. Sementara itu, freelance yang 
bekerja sendiri biasanya meminta komisi atau fee sebesar 2-3% (dua 
sampai tiga persen) dari nilai transaksi. Hal ini sesuai dengan Peraturan 
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang 
Perusahaan Perantara Perdagangan Properti diatur bahwa perusahaan 
berhak menerima imbal jasa berupa komisi dari pemberi tugas minimal 2% 
(dua persen) dari nilai transaksi.  
Selain itu, umumnya freelance yang bekerja dalam suatu badan 
hukum mengadakan perjanjian dengan perusahaan properti untuk 
melakukan penjualan dengan jumlah yang banyak dan hanya freelance 
tersebutlah yang bisa menjual properti tersebut. Contohnya adalah seperti 
melakukan penjualan satu perumahan atau satu blok perumahan dan tidak 
bisa dijual oleh perantara yang lain sehingga hanya dia yang bisa menjual 
perumahan tersebut. Sementara itu freelance yang tidak bekerja dalam 
                                                          
97 Freelance merupakan perantara dalam perusahaan properti konvensional. 




suatu badan hukum menjual properti berdasarkan kemampuannya dan 
tidak mendominasi penjualan atas properti tertentu. 
Adapun prosedur/mekanisme keperantaraan dalam bisnis properti 
konvensional secara bertahap dapat diuraikan sebagai berikut99 : 
1. Freelance menawarkan jasanya kepada perusahaan pengembang 
properti untuk membantu melakukan penjualan properti berdasarkan 
perjanjian atau kesepakatan.  
Pada tahap ini freelance yang tidak bekerja dalam perusahaan 
perantara properti yang telah dikenal oleh pihak perusahaan properti 
terlebih dahulu melakukan penyusunan dan negosiasi kontrak 
dengan perusahaan developer properti. Setelah itu freelance dan 
perusahaan developer properti membuat perjanjian. Biasanya 
perjanjian tersebut bukan merupakan suatu perjanjian tertulis tetapi 
hanya perjanjian secara lisan saja. Menurut Idham100 hal ini 
disebabkan freelance tersebut sudah mendapat kepercayaan dan 
sudah mengerti tentang hak dan kewajiban yang ada pada pihak 
perantara dan pengembang properti sehingga tidak menggunakan 
perjanjian tertulis. Namun, bagi freelance yang baru pertama kali 
menawarkan jasanya untuk membantu melakukan penjualan 
properti dan bertindak atas namanya sendiri tetap diharuskan untuk 
membuat perjanjian secara tertulis. Sementara itu, terhadap 
                                                          
99 Wawancara dengan PT. Mitrasel Inti Utama dan PT. Daya Prima Nusawisesa pada 
tanggal 25 Agustus 2016 dan 11 Agustus 2016. 
100 Wawancara dengan Idham, Direktur PT. Mitrasel Inti Utama, Loc Cit. 
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perantara yang bekerja dalam perusahaan perantara tetap dibuat 
suatu perjanjian tertulis meskipun telah dikenal oleh perusahaan 
properti. Menurut Maharani Soekarno101 freelance dalam 
perusahaan properti umumnya menggunakan perjanjian kerja 
dengan perusahaan properti dan freelance yang berasal dari luar 
perusahaan properti hanya menggunakan perjanjian lisan. 
Perjanjian atau kesepakatan yang dibuat antara freelance dan 
perusahaan pengembang properti dibuat dengan memperhatikan 
hak dan kewajiban antara perantara dan perusahaan pengembang 
properti. Menurut  Idham102 perjanjian atau kontrak yang dibuat 
bersifat sederhana dan tidak rumit. Klausul-klausul dalam kontrak 
tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. 
Contohnya seperti kewajiban perantara untuk menjual properti 
berdasarkan target yang telah dicantumkan dalam kontrak sesuai 
waktu yang telah ditentukan dan mempunyai hak untuk 
mendapatkan upah/fee sesuai dengan kesepakatan dengan 
perusahaan pengembang properti.  
2. Freelance kemudian mencari calon pembeli properti berdasarkan 
informasi mengenai spesifikasi properti yang telah diberikan oleh 
perusahaan properti kepada freelance seperti spesifikasi bangunan, 
letak bangunan, harga properti, kelebihan propertinya dibandingkan 
                                                          
101 Wawancara dengan Maharani Soekarno, Kepala Seksi Marketing PT. Daya Prima 
Nusawisesa pada tanggal 11 Agustus 2016 
102 Wawancara dengan Idham, Direktur PT. Mitrasel Inti Utama, Loc Cit. 
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properti yang lain dan menggunakan strategi marketing lainnya untuk 
menjual properti. 
3. Setelah freelance mendapatkan calon pembeli properti maka 
freelance akan mengarahkan calon pembeli tersebut kepada 
perusahaan properti untuk melakukan akad jual beli. Setelah terjadi 
akad jual beli antara pembeli dan perusahaan properti maka 
freelance kemudian mendapatkan haknya berupa komisi/fee dari 
perusahaan properti berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian 
sebelumnya. 
Selanjutnya mengenai prosedur/mekanisme terkait dengan akad 
wasathah/keperantaraan dalam bisnis properti menurut Dewan Syariah 
Nasional-Majelis Ulama Indonesia103 terbagi menjadi  dua yaitu : 
1. Mekanisme/Prosedur terkait Akad Wasathah yang Melibatkan 
Lembaga Keuangan Syariah 
a. Mekanisme 1 
1. Calon Nasabah yang memiliki properti ('urudh) mengajukan 
pembiayaan kepada LKS; 
2. LKS melakukan penaksiran terhadap properti (taqwim 
al'urudh) milik calon nasabah untuk ditentukan harga 
(tsaman) yang wajar, dalam rangka pembelian sebagiannya 
oleh LKS; 
                                                          
103 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan 
(Wasathah) Dalam Bisnis Properti. 
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3. LKS membeli (aqd al-bai’) sebagian properti milik Nasabah, 
sehingga terjadi syirkah milik atas properti antara LKS dan 
Nasabah; 
4. Nasabah boleh menyewa properti sesuai dengan porsi 
kepemilikan LKS dengan akad ijarah; 
5. Nasabah dan LKS sebagai entitas syirkah melakukan akad 
wasathah dengan wasith dalam rangka penjualan properti 
kepada pihak lain, dengan akad wakalah bil ujrah, akad ju 
'alah, atau akad bai' al-samsarah. 
b. Mekanisme 2 
1. Calon Nasabah yang memiliki properti ('urudh) mengajukan 
pembiayaan kepada LKS; 
2. LKS melakukan penaksiran terhadap properti (taqwim al-
'urudh) milik calon nasabah untuk ditentukan harga (tsaman) 
yang wajar, dalam rangka pembelian sebagiannya oleh LKS; 
3. LKS dan Wasith membeli (aqd al-bai'y) properti milik 
Nasabah, sehingga terjadi syirkah milik atas properti antara 
LKS dan Wasith; 
4. Wasith boleh menyewa properti sesuai dengan porsi 
kepemilikan LKS dengan akad ijarah; 
5. LKS melakukan akad wasathah dengan wasith dalam 
rangka penjualan properti kepada pihak lain, dengan akad 





c. Mekanisme 3 
1. Pemilik properti mengajukan permohonan akad wasathah 
kepada Wasith dalam rangka penjualan properti ('urudh) 
miliknya; 
2. Wasith mengajukan pembiayaan kepada LKS dalam rangka 
bisnis keperantaraan (wasathah); 
3. LKS menyalurkan pembiayaan kepada Wasith dalam rangka 
bisnis keperantaraan dengan akad musyarakah atau 
mudharabah; 
4. Wasith (selaku mudharib atau syarik) melakukan kegiatan 
usaha antara lain dengan membeli (aqd al-bai'i properti dari 
pemilik sebagaimana dimaksud angka 1 untuk dijual; 
5. Keuntungan usaha Wasith (selaku mudharib atau syarik) 
dibagi antara Wasith dengan LKS (selaku shahibul 
mal/syarik) sesuai nisbah yang disepakati pada saat akad. 
2. Mekanisme/Prosedur terkait Akad Wasathah yang Tidak 
Melibatkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 
Mekanisme/prosedur terkait akad wasathah tanpa melibatkan 
LKS boleh menggunakan akad wakalah bil ujrah, akad ju 'alah, 
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atau akad samsarah (bai' al-samsarah) dengan ketentuan sebagai 
berikut104: 
a. Dalam hal wasathah dijalankan dengan akad wakalah bil 
ujrah berlaku ketentuan akad ijarah; di antaranya harus jelas 
jangka waktu pelaksanaanya dan jumlah ujrah yang akan 
diterima perantara (wasith/wakil). Dalam hal tujuan tidak 
tercapai, Ajir (perantara) berhak mendapat ujrah yang telah 
disepakati atau ujrah mitsli (wajar yang sepadan dengan 
kualitas dan kuantitas usaha yang telah dilakukannya); 
b. Dalam hal wasathah (samsarah) dilaksanakan dengan 
akad ju'alah, berlaku ketentuan fatwa DSN-MUI No. 
62/DSN-MUIIXII/2007 tentang Akad Ju'alah; 
c. Dalam hal wasathah dijalankan dengan akad samsarah 
bai' al-samsarah), maka jangka waktu pelaksanaan 
wasathah tidak harus jelas, dan pendapatan yang diterima 
Wasith sesuai dengan hasil penjualan; dan jika tidak 
berhasil melakukan penjualan atau menjual dengan harga 
yang sama dengan harga yang ditentukan oleh 
pemiliknya, maka wasith tidak berhak memperoleh 
imbalan/keuntungan. 
Dalam implementasinya, akad wasathah yang baru digunakan 
adalah akad wasathah yang tidak melibatkan Lembaga Keuangan Syariah 




(LKS) sehingga dalam penggunaannya menggunakan akad wakalah bil 
ujrah, akad ju 'alah, atau akad samsarah (bai' al-samsarah). Secara umum 
isi atau klausul perjanjian yang ada dalam perjanjian keperantaraan 
berdasarkan sistem konvensional telah memenuhi ketentuan terkait akad 
wasathah berdasarkan syariah sehingga secara substansi hampir sama 
dengan akad wasathah. Perbedaannya hanyalah terdapat dalam nama 
perjanjian dan klausul penyelesaian sengketa.  Menurut  Ashabul Kahfi105 
perusahaan properti syariah pada umumnya menggunakan 
prosedur/mekanisme seperti perantara berdasarkan sistem konvensional 
namun menggunakan perjanjian/akad wasathah dan tidak menggunakan 
mekanisme/prosedur akad wasathah yang melibatkan LKS. Bahkan 
menurut Denny Sebastian106 PT. Capitalinc Finance adalah perusahaan 
pembiayaan yang akan pertama kali menerapkan akad wasathah yang 
melibatkan LKS dan saat ini sementara dipersiapkan dan dimatangkan 
persiapannya.    
Adapun menurut Denny Sebastian107 mekanisme/prosedur 
mengenai akad wasathah yang melibatkan LKS yang nantinya akan 
diimplementasikan adalah yaitu sebagai berikut : 
1. Pemilik properti mengajukan pembiayaan kepada perusahaan 
pembiayaan syariah. Setelah itu perusahaan pembiayaan syariah 
                                                          
105 Wawancara dengan Ashabul Kahfi, Wasith dalam Perusahaan Developer Properti 
Syariah pada tanggal 30 Agustus 2016. 
106 Wawancara dengan Denny Sebastian, Staf Marketing PT. Capitalinc Finance pada 




melakukan penaksiran harga objek properti yang ingin dijual 
tersebut. Dalam melakukan penaksiran harga objek properti 
tersebut perusahaan pembiayaan syariah menilai berdasarkan 
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), bentuk fisik bangunan, serta letak 
properti tersebut. Perusahaan pembiayaan syariah biasanya 
menetapkan harga jual objek properti dengan mengurangi 20-30% 
dari harga jual obyek properti dipasaran. Sebagai contoh, harga 
suatu rumah dipasaran sebesar 1,2 Milyar namun harga yang 
ditetapkan perusahaan pembiayaan syariah hanya 1 Milyar.  
2. Akad jual beli antara pemilik properti dan perusahaan pembiayaan 
syariah dilakukan setelah perusahaan pembiayaan syariah 
membeli sebagian properti milik nasabah, misalnya 50% dari total 
harga jual properti yang telah disepakati. Namun, dalam 
kesepakatan tersebut belum terjadi pergantian hak milik dalam 
sertifikat hak milik atas suatu properti. Sisa pembayaran akan 
dibayarkan jika properti telah laku dijual dengan pembagian 
penjualan 60% untuk perusahaan pembiayaan dan 40% untuk 
pemilik properti. Selain itu jika pemilik properti masih ingin untuk 
menggunakan propertinya maka pemilik properti bisa menyewa 
properti yang telah dijual kepada pihak perusahaan pembiayaan.  
3. Perusahaan pembiayaan syariah kemudian menjual properti 
dengan mengadakan kerjasama dengan wasith ataupun 
perusahaan perantara properti. 
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4. Setelah properti tersebut laku terjual maka perusahaan 
pembiayaan akan membayarkan sisa pembayaran kepada pemilik 
properti.  
 
B. Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Wasathah 
Terhadap Akad Wasathah Yang Mengandung Unsur Gharar Fahisy 
Dalam Bisnis Properti 
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK bahwa konsumen adalah setiap 
orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik 
bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup 
lain dan tidak untuk diperdagangkan. Hal ini menunjukkan bahwa 
konsumen pengguna jasa wasathah juga termasuk dalam pengertian 
konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK karena merupakan pemakai 
jasa yang tersedia dalam masyarakat sehingga harus dilindungi oleh 
Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, pemenuhan hak-hak 
konsumen pengguna jasa wasathah harus ditegakkan untuk menjamin 
terpenuhinya hak-hak konsumen pengguna jasa wasathah. 
Seyogyanya akad wasathah harus terhindar dari unsur gharar fahisy 
sehingga harus jelas jenis pekerjaan yang diberikan kepada wasith, jumlah 
ujrah/fee yang diterima wasith, serta jangka waktu berlakunya akad 
wasathah tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya penulis menemukan 
bahwa terdapat akad wasathah yang mengandung unsur gharar fahisy. Hal 
ini umumnya dilakukan oleh perantara yang tidak bekerja pada perusahaan 
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perantara atau perantara yang bertindak atas namanya sendiri. Hal ini 
sesuai dengan penuturan Muhammad Ashabul Kahfi108 yang mengatakan 
bahwa akad wasathah yang beliau jalankan tidak mencantumkan klausul 
mengenai jangka waktu efektif berlakunya akad dan akad wasathah yang 
dijalankan tidak diatur dengan jelas akan dijalankan berdasarkan akad 
wakalah bil ujrah, ju’alah atau samsarah sehingga menimbulkan 
ketidakpastian hukum bagi perusahaan pengembang properti syariah 
sebagai konsumen pengguna jasa wasathah. Tentunya hal ini merugikan 
konsumen sebagai pengguna jasa wasathah karena ketidakjelasan jangka 
waktu berlakunya akad tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian 
hukum yang mengancam hak-hak konsumen terutama hak atas informasi 
yang benar, jelas, dan jujur mengenai penggunaan jasa wasathah yang 
juga mengancam hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 
dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 4 UUPK. Hak-hak tersebut yaitu:  
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 
kondisi serta jaminan yang dijanjikan;  
                                                          
108 Wawancara dengan Ashabul Kahfi, Wasith dalam Perusahaan Developer Properti 
Syariah, Loc Cit. 
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3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa;  
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 
dan/atau jasa yang digunakan; 
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;  
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;  
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif;  
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;  
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.  
Adapun gharar fahisy adalah gharar yang bisa dihindarkan dan 
menimbulkan perselisihan di antara para pelaku akad.  Termasuk tidak 
adanya kejelasan terhadap jenis/bentuk pekerjaan, jumlah ujrah 
(komisi/upah), dan jangka waktu pekerjaan seorang perantara 
perdagangan. Hal ini merupakan suatu ketidakjelasan atau ketidakpastian 
yang tinggi sehingga menimbulkan ketidakjelasan terhadap hak dan 
kewajiban perantara dan pengguna jasa perantara.109 
                                                          




Berdasarkan uraian di atas maka akad wasathah tersebut 
mengandung unsur gharar fahisy sehingga menjadikan akad wasathah 
tersebut menjadi batal. Dapat dikatakan pula bahwa dalam perjanjian 
keperantaraan secara konvensional, apabila suatu perjanjian mengandung 
unsur ketidakjelasan klausa dan bertentangan dengan perundang-
undangan maka perjanjian tersebut batal demi hukum. 
Untuk mendapatkan haknya maka konsumen pengguna jasa 
wasathah dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa melalui 
mekanisme musyawarah, perdamaian (al-sulh), arbitrase (al-tahkim), 
dan/atau pengadilan (al-qadha). Dalam Pasal 45 Ayat (2) UUPK 
penyelesaian sengketa tidak menutup kemungkinan dilakukannya 
penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pelaku 
usaha dan konsumen, tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian 
sengketa konsumen, dan sepanjang tidak bertentangan dengan dengan 
undang-undang perlindungan konsumen. Dari penjelasan Pasal 45 Ayat (2) 
UUPK dapat diketahui bahwa UUPK menghendaki agar penyelesaian 
damai, merupakan upaya hukum yang justru harus terlebih dahulu 
diusahakan oleh para pihak yang bersengketa, sebelum para pihak memilih 
untuk menyelesaikan sengketa mereka arbitrase atau pengadilan. Sejalan 
dengan hal tersebut DSN-MUI mengharuskan musyawarah menjadi 
mekanisme pertama yang harus ditempuh dalam penyelesaian sengketa 




Menurut Jadid Ardiansyah110 penyelesaian sengketa ekonomi 
syariah biasanya ditempuh melalui musyawarah terlebih dahulu setelah itu 
jika tidak tercapai kesepakatan bersama maka akan dikembalikan kepada 
para pihak apakah akan diselesaikan melalui jalur litigasi maupun jalur non 
litigasi. Namun menurut Rahmawansyah111 mekanisme penyelesaian 
sengketa ekonomi syariah bisa ditempuh dengan banyak mekanisme dan 
prosedur yang menitiberatkan kepada keadilan kepada kedua belah pihak. 
Diantaranya seperti musyawarah, perdamaian (as-sulh), arbitrase (al-
tahkim), dan/atau pengadilan (al-qadha).  
1. Musyawarah  
Musyawarah merupakan mekanisme pertama yang harus ditempuh 
oleh para pihak yang merasa haknya dirugikan dan memicu terjadinya 
sengketa. Hal ini disebabkan musyawarah merupakan instrumen utama 
dalam menyelesaikan segala permasalahan hidup umat islam. Dalam Al-
Quran musyawarah mendapatkan posisi yang strategis dan utama dalam 
islam. Musyawarah secara tegas diatur dalam Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 
159 yang berarti “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku 
lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati 
kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 
maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
                                                          
110 Wawancara dengan Jadid Ardiansyah, Legal Officer Bank Syariah Mandiri pada tanggal 
1 Agustus 2016. 
111 Wawancara dengan Rahmawansyah, Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia 




bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 
kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-
Nya”. Musyawarah merupakan langkah yang ditempuh oleh para pihak 
yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan 
menghasilkan win-win solution bagi kedua belah pihak. Musyawarah 
diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dalam segala lini kehidupan 
baik dalam bidang ekonomi, hukum, tata negara, kehidupan dalam 
bermasyarakat maupun segala jenis sengketa yang ada dalam kehidupan 
manusia. 
Dalam surah Ali Imran ayat 159 disebutkan bahwa ada beberapa hal 
yang harus dilakukan selama bermusyawarah. Pertama, linta lahum 
(bersikap lemah lembut). Dalam bermusyawarah ide yang disampaikan 
dengan cara lemah lembut. Menghindari kata yang kasar dan sikap yang 
keras kepala. Tidak ngotot mempertahankan pendapatnya sendiri. Tetapi, 
didasarkan pada kepentingan bersama. Kedua, fa’fu anhum (beri maaf 
kepada mereka). Tidak ada manusia di bumi ini yang tidak mempunyai 
kesalahan, kekhilafan. Dilakukan dengan hati yang lapang, tidak emosional, 
apalagi dendam. Karena kalau hati sudah dendam, maka yang rasional bisa 
menjadi tidak rasional, sebaliknya yang tidak rasional menjadi rasional. 
Yang baik bisa menjadi buruk dan yang buruk juga akan bisa menjadi baik. 
Yang dulunya cinta akan bisa menjadi benci. Ketiga, was taghfir lahum (dan 
mintakan ampun untuk mereka). Orang yang berseberangan dengan 
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dengan kita, doakan dia agar dia diampuni oleh Allah SWT, sehingga tidak 
terjadi keinginan menang sendiri, tidak menggunakan hati dan dendam 
dalam bermusyawarah. Keempat, faidzaa azamta fatawakkal alallah 
(apabila sudah memberi keputusan, maka bertawakkal kepada Allah). 
Kalau keputusan sudah diperoleh, manis atau pahit, serahkan kepada Allah 
SWT.112  
Dengan musyawarah, akan mendapat banyak manfaat yang 
diperoleh. Menurut Ali bin Abi Thalib, pernah menyatakan, bahwa 
musyawarah mempunyai tujuh keutamaan. Pertama, mendapat solusi yang 
tepat. Karena musyawarah adalah kesepakatan bersama, tidak berdasar 
keinginan dan kemauan individu, sehingga akan memperoleh solusi 
terbaik. Kedua, akan mendapat ide yang cemerlang. Masing-masing 
anggota musyawarah akan menyampaikan ide-idenya, dan dipilih pendapat 
yang paling bagus, yang tepat dan bisa diaplikasikan. Ketiga, akan terhindar 
dari kesalahan. Musyawawah adalah pendapat kolektif, maka yang 
dihasilkan pasti benar. Rasulullah SAW bersabda : laa yajtami’u ummatii 
‘alaa khathain (tidak mungkin umatku bersepakat terhadap kesalahan). 
Akan menghasilkan yang benar, karena kalau salah akan dikoreksi oleh 
yang lain. Keempat, terjaga dari celaan. Oleh hasil kesepakatan bersama, 
maka tidak bisa mencela antara satu dengan yang lain. Tetapi kalau berasal 
dari satu orang saja, kalau salah akan dicela, kalau benar mungkin dipuji, 
                                                          
112 Prof. Dr. H. Indri, M.Ag, 2015, Urgensi Musyawarah Dalam Setiap Urusan. Diakses dari: 
http://www.masjidalakbar.com/khutbah1.php?no=213 (20 Oktober 2016) 
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mungkin juga tidak. Kelima, terhindar dari kekecewaan. Keputusan akhir 
dari musyawarah, akan diterima dengan lapang dada oleh semua fihak, 
sehingga tidak seorang pun yang merasa terkecewakan, tidak seorang pun 
yang merasa tersakiti hatinya. Keenam, mempersatikan banyak hati. Boleh 
otaknya berbeda-beda, tetapi hatinya bersatu. Kalau hati bersatu, maka 
akan selamanya bersatu. Inilah yang di dalam Al-Qur’an di sebut ukhuwwah 
islamiyah (bersatu padu dalam Islam). Yang menyatukan adalah hati, bukan 
otak. Bermusyawarah berawal dari otak, ide cemerlang, tetapi berakhir 
dengan kesatuan hati nurani. Ketujuh, karena mengikuti ajaran Al-Qur’an 
dan Sunnah Rasulullah SAW.  
Berkenaan dengan akad wasathah yang mengandung unsur gharar 
fahisy maka para pihak seyogyanya bermusyawarah untuk membuat akad 
wasathah yang baru yang tidak mengandung unsur gharar fahisy sehingga 
tidak ada lagi ketidakjelasan dalam akad wasathah yang meliputi jenis 
pekerjaan wasith, ujrah/fee, dan jangka waktu berlakunya akad wasathah. 
Selain itu harus diatur dengan jelas penggunaan akad yang digunakan 
dalam akad wasathah yang tidak melibatkan LKS, yaitu penggunaan akad 
wakalah bil ujrah, akad ju’alah, dan akad samsarah. 
2. Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) 
Konsep sulh (perdamaian) sebagaimana yang tersebut dalam 
berbagai kitab fikih merupakan satu doktrin utama hukum islam dalam 
bidang muamalah untuk menyelesaikan suatu sengketa, dan ini sudah 
merupakan condition sine quo non dalam kehidupan masyarakat manapun, 
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karena pada hakikatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka, 
melainkan berupa fitrah dari manusia.Dengan demikian, institusi 
perdamaian adalah bagian dari kehidupan manusia.113 
Dalam konteks Indonesia, perdamaian telah didukung 
keberadaannya dalam hukum positif yakni dalam Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 
(selanjutnya disingkat UU Arbitrase). Hal ini menunjukkan bahwa negara 
mendukung sepenuhnya segala upaya dan mekanisme yang berkaitan 
dengan perdamaian. Dalam UU Arbitrase, negara membuka akses yang 
sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah 
sengketa bisnisnya di luar pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, 
negosiasi, konsiliasi dan penilaian para ahli.114 
a. Konsultasi 
Konsultasi dipahami sebagai pertimbangan orang-orang (pihak) terhadap 
suatu masalah. Konsultasi sebagai pranata ADR dalam praktiknya dapat 
berbentuk menyewa konsultan untuk dimintai pendapatnya dalam upaya 
menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal ini, konsultasi tidak dominan 
melainkan hanya memberikan pendapat hukum yang nantinya dapat 
dijadikan sebagai rujukan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya. 
b. Negosiasi (Perundingan) 
                                                          
113Abdul Manan, 2012, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 
Agama, Kencana, Jakarta, hlm. 437   
114 Ibid, hlm. 442 
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Negosiasi merupakan proses yang dilakukan oleh dua pihak dengan 
permintaan (kepentingan) yang saling berbeda dengan membuat suatu 
persetujuan secara kompromis dan memberikan kelonggaran. Bentuk ADR 
seperti ini memungkinkan para pihak tidak turun langsung dalam 
bernegosiasi yaitu mewakilkan kepentingannya kepada masing-masing 
negosiator yang telah ditunjuknya untuk melakukan secara kompromistis 
dan saling melepas atau memberikan kelonggaran-kelonggaran demi 
tercapainya penyelesaian secara damai. 
Bentuk negosiasi hanya dapat dilakukan di luar pengadilan, tidak seperti 
perdamaian dan konsiliasi yang dapat dilakukan pada setiap saat, baik 
sebelum proses persidangan (litigasi) maupun dalam proses pengadilan 
dan dapat dilakukan di dalam atau di luar pengadilan. Agar mempunyai 
kekuatan mengikat, kesepakatan damai melalui negosiasi ini wajib 
didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung 
setelah penandatangannya dan dilaksanakan dalam waktu 30 hari terhitung 
sejak pendaftarannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (7) dan 
(8) UU Arbitrase. 
c. Konsiliasi (Pemufakatan) 
Konsiliasi sebagai suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan adalah suatu tindakan atau proses untuk mencapai 
pemufakatan atau perdamaian di luar pengadilan. Konsiliasi berfungsi 
untuk mencegah dilaksanakannya proses litigasi, juga dapat digunakan 
dalam setiap tingkat peradilan yang sedang berjalan, baik di dalam maupun 
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di luar pengadilan, dengan pengecualian untuk hal-hal atau sengketa di 
mana telah diperoleh suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap. 
Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya konsiliasi 
adalah bentuk ADR yang dapat dilakukan dalam proses non-ADR, yaitu 
litigasi dan arbitrase. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan ADR 
berbentuk konsiliasi merupakan institusi perdamaian yang bisa muncul 
dalam proses pengadilan dan sekaligus menjadi tugas hakim untuk 
menawarkannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1851 BW. 
Konsiliasi mempunyai kekuatan hukum mengikat sama dalam konsultasi 
dan negosiasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (7) UU 
Arbitrase. 
Pada dasarnya, konsiliasi memiliki karakteristik yang hampir sama dengan 
mediasi, hanya saja konsiliator lebih aktif daripada mediator yaitu : 
1. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan secara kooperatif. 
2. Konsiliator adalah pihak ketiga yang netral yang terlihat dan 
diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam 
perundingan. 
3. Konsiliator bertugas membantu para pihak yang bersengketa 
untuk mencari penyelesaian. 
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4. Konsiliator bersifat aktif dan mempunyai kewenangan 
mengusulkan pendapat dan merancang syarat-syarat 
kesepakatan di antara para pihak. 
5. Konsiliator tidak mempunyai kewenangan membuat 
keputusan selama perundingan berlangsung. 
6. Tujuan konsiliasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan 
kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang 
bersengketa guna mengakhiri sengketa. 
d. Mediasi (Penengahan) 
Mediasi menitikberatkan keterlibatan pihak ketiga yang independen 
untuk memberikan fasilitas dari mediasi. Dengan kata lain, mediasi 
adalah negosiasi antara kedua belah pihak yang dibantu pihak ketiga 
yang bersifat netral, namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang 
berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada 
pada tangan para pihak yang bersengketa. Dengan demikian hasilnya 
bersifat kompromi. Mediasi seharusnya menghasilkan win win solution 
sehingga tidak ada banding dalam mediasi. Kesepakatan yang tercapai 
adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa sehingga belum tentu 
yang dirasa baik oleh mediator juga dirasa baik oleh kedua belah pihak 
begitupun sebaliknya. 
Dalam mediasi itu sendiri dikenal beberapa bentuk, yaitu : 
1. Model yang sangat tradisional adalah facilitative model, yang 
hanya memberikan fasilitasi kepada pihak-pihak yang 
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bersengketa untuk menyelesaikan sendiri sengketanya. Jadi 
pihak-pihak yang bersengketa tersebut diberikan semacam 
bimbingan. 
2. Compromise model, lebih menitiberatkan titik awal sebagai 
positioning bagi para pihak untuk ditingkatkan sehingga 
akhirnya mencapai kompromi. 
3. Therapeutic model ditujukan kepada sengketa-sengketa yang 
sifatnya lebih kepada sengketa-sengketa keluarga, seperti 
perceraian antara suami istri. 
4. Managerial model, lebih kepada bidang-bidang komersial, 
usaha dan finansial, yang mana model tersebut merupakan 
model yang lebih kompleks. Dalam model ini mediator akan 
melakukan banyak intervensi dalam artian akan banyak 
memberikan guidance karena memang mediator merupakan 
seseorang yang ahli dalam bidang yang bersangkutan.  
Mediasi sebetulnya mencari-cari untuk menggali apa 
sebenarnya interest dari masing-masing pihak sehingga 
kemudian dapat dipertemukan. Dalam mediasi tidak lagi 
dipersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi 
yang dipersoalkan adalah apakah interest yang paling pokok 
dari para pihak dan hal itulah yang dicoba dipertemukan.  
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Erman Rajagukguk mengemukakan bahwa mediasi akan berhasil bila 
memiliki hal-hal sebagai berikut :115 
1. Para pihak ingin melanjutkan hubungan bisnis mereka. 
2. Para pihak mempunyai kepentingan yang sama untuk 
menyelesaikan sengketa mereka dengan cepat. 
3. Litigasi dianggap oleh para pihak akan memakan waktu yang 
panjang, mahal dan akan menimbulkan pandangan buruk 
bagi kedua belah pihak karena adanya publikasi. Ditambah 
lagi belum menang. 
4. Walaupun para pihak dalam keadaan emosi, proses mediasi 
dianggap mereka sebagai tempat untuk bertemu dan 
menyampaikan kepentingan masing-masing. 
5. Waktu adalah inti penyelesaian. 
6. Mediator yang baik akan mampu membuat kedua belah pihak 
berkomunikasi. Mediasi tidak akan berhasil bila salah satu 
pihak mengajukan gugatan atau klaim secara sembrono, dan 
pihak lainnya akan merasa ia akan menang melalui litigasi. 
Begitu juga, mediasi akan gagal bila salah satu pihak 
menunda-nunda penyelesaian sengketa selama mungkin, 
salah satu pihak atau kedua belah pihak memang beritikad 
baik. 
                                                          
115 Erman Rajagukguk, Penyelesaian Sengketa Alternatif, Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia, Jakarta, hlm.24. (Abdul Manan, Ibid, hlm.456) 
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e. Pendapat atau Penilaian Ahli 
Bentuk ADR lainnya yang dikenalkan dalam UU Arbitrase adalah 
pendapat (penilaian) ahli. Dalam perumusan Pasal 52 UU Arbitrase 
diatur bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon 
pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum 
tertentu dari suatu perjanjian. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan 
pelaksanaan dari tugas lembaga arbitrase sebagaimana tersebut dalam 
Pasal 1 ayat (8) UU Arbitrase yang diatur bahwa lembaga arbitrase 
adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk 
memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut 
juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu 
hubungan hukum tertentu dalam hal timbul suatu sengketa. 
3. Arbitrase (Tahkim) 
Arbitrase merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan 
dalam suatu sengketa bisnis syariah. Dasar hukum permberlakuan 
arbitrase dalam penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis termasuk 
bisnis syariah adalah UU Arbitrase. Di Indonesia terdapat lembaga arbitrase 
yang dapat menyelesaikan berbagai sengketa bisnis syariah, yaitu : 
 
a. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) 
Perkembangan bisnis umat Islam berdasar syariah semakin 
menunjukkan kemajuannya, maka kebutuhan akan lembaga yang 
dapat menyelesaikan persengketaan yang terjadi atau mungkin 
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terjadi dengan perdamaian dan prosesnya secara cepat merupakan 
suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Oleh karena itu BAMUI 
hadir sebagai salah satu solusi dalam menyelesaikan persengketaan 
dalam konteks bisnis islam.  
BAMUI bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil dan 
cepat dalam sengketa-sengketa muamalah perdata yang timbul 
dalam bidang perdagangan, industry, keuangan, jasa, dan lain-lain. 
Selanjutnya BAMUI juga menerima permintaan yang diajukan oleh 
para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa 
untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu 
persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. 
Asas pemeriksaan sidang arbitarse bersifat tertutup dan asas ini 
tidak bersifat mutlak dan permanen, akan tetapi dapat 
dikesampingkan jika atas persetujuan kedua belah pihak setuju 
sidang dilaksanakan terbuka untuk umum. Putusan BAMUI bersifat 
final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa dan wajib 
menaati putusan tersebut. Apabila ada pihak yang tidak 
melaksanakan itu secara sukarela, maka putusan itu dijalankan 
menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 637 dan 639 Rv., yakni 
pengadilan negeri memiliki peranan penting dalam memberikan 
exequatur bagi putusan arbitrase.  
Oleh karena itu, BAMUI harus menyesuaikan diri dengan tata hukum 
yang ada, khususnya jangkauan kewenangannya, karena sengketa 
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yang diputus oleh BAMUI itu bukanlah perkara yang di 
dalamnyaterdapat campur tangan pemerintah atau bukan masalah-
masalah yang berhubungan dengan NTCR, Wakaf, Hibah 
sebagaimana tersebut dalam Pasal 616 Rv., yang pada perkara ini 
ada pengadilan yang mengurusnya.  
Mengingat bahwa tidak semua masalah dapat dieksekusi oleh 
pengadilan, maka BAMUI membatasi kewenangannya hanya pada 
penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungannya dengan 
perdagangan, industry, keuangan, dan jasa yang dikelola secara 
islami. Supaya putusan arbitrase BAMUI ini dapat diterima dengan 
baik oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka arbiter harus dapat 
menjatuhkan putusan yang adil dan tepat bagi pihak yang 
bersengketa. 
4. Proses Litigasi Pengadilan 
Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme non 
litigasi seperti musyawarah, perdamaian maupun secara tahkim (arbitrase) 
akan diselesaikan melalui lembaga pengadilan. Dalam konteks ekonomi 
syariah, lembaga Pengadilan Agama melalui Pasal 49 Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 
tahun 2006 diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 
2009 tentang Pengadilan Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi 
kewenangan Pengadilan Agama. Adapun tugas dan wewenang 
memeriksa, memutus dan menyelesaiakan perkara tertentu bagi yang 
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beragama islam dalam bidang perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, 
zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. 
Pemilihan lembaga pengadilan agama dalam menyelesaikan 
sengketa bisnis (ekonomi) syariah merupakan pilihan yang tepat dan 
bijaksana. Hal ini akan dicapai keselarasan antara hukum materiil yang 
berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga Pengadilan Agama 
yang merupakan representasi sistem peradilan Islam, dan juga selaras 
dengan para aparat hukumnya yang beragama islam serta telah menguasai 
hukum islam. Selain itu dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2008 diatur bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi dalam dalam 
bank syariah (LKS) tetap diselesaikan oleh pengadilan agama dengan tidak 
menutup kemungkinan lain seperti pengadilan negeri sesuai dengan akad 
yang dibuatnya dengan catatan bahwa penyelesaian sengketa tersebut 
harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.  
Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi pengadilan 
merupakan langkah yang terakhir ditempuh oleh para pihak yang 
bersengketa apabila serangkaian prosedur/mekanisme penyelesaian 
sengketa seperti seperti musyawarah, perdamaian (as-sulh) dan arbitrase 
(al-tahkim) tidak tercapai. Hal ini sesuai dengan penuturan Jadid 
Ardiansyah116 yang mengatakan bahwa jika penyelesaian sengketa melalui 
proses non litigasi seperti musyawarah tidak tercapai (dead lock) maka 
penyelesaian sengketa akan melalui proses litigasi di pengadilan. Melalui 
                                                          
116 Wawancara dengan Jadid Ardiansyah, Legal Officer Bank Syariah Mandiri, Loc Cit. 
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proses litigasi pengadilan ini diharapkan dapat menyelesaiakan sengketa 
yang terjadi dan konsumen pengguna jasa wasathah mendapatkan haknya. 
Berkenaan dengan perlindungan hukum konsumen pengguna jasa 
wasathah yang mengandung unsur gharar fahisy maka konsumen bisa 
mengajukan pembatalan perjanjian kepada pengadilan agama. Pengadilan 
agama berwenang untuk membatalkan akad yang mengandung unsur-
unsur yang dilarang dalam perjanjian seperti unsur gharar fahisy karena 
mengandung unsur ketidakjelasan yang tinggi yang merugikan konsumen 





















1. Mekanisme/prosedur terkait akad wasathah berdasarkan 
perspektif ekonomi syariah terbagi menjadi dua. Ada 
mekanisme/prosedur yang melibatkan LKS dan ada juga 
mekanisme/prosedur yang tidak melibatkan LKS. Terkait dengan 
mekanisme/prosedur akad wasathah yang tidak melibatkan LKS 
sama seperti dengan prosedur dalam menjalankan perjanjian 
keperantaraan dalam bisnis properti berdasarkan sistem 
konvensional namun berbeda dalam bentuk dan nama perjanjian 
serta isi atau klausul yang ada dalam akad wasathah dan 
dijalankan dengan menggunakan akad wakalah bil ujrah, akad ju 
'alah, atau akad samsarah (bai' al-samsarah). Adapun 
mekanisme/prosedur terkait akad wasathah yang melibatkan 
Lembaga Keuangan Syariah terbagi menjadi tiga bentuk 
mekanisme/prosedur yang menitikberatkan peran Lembaga 
Keuangan Syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada 
pemilik properti dan melakukan perjanjian keperantaraan kepada 
wasith.  
2. UUPK sebagai Undang-Undang payung perlindungan konsumen 
telah mengakomodir perlindungan terhadap hak-hak konsumen 
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terhadap penggunaan barang dan/atau jasa yang terdapat dalam 
masyarakat termasuk perlindungan hukum terhadap pengguna 
jasa wasathah. UUPK memberikan kesempatan yang seluas-
luasnya kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketa 
berdasarkan pilihannya termasuk menyeleseikan sengketa 
berdasarkan syariah seperti melalui metode musyawarah, 
perdamaian (as-sulh), arbitrase (al-tahkim), dan/atau pengadilan 
(al-qadha). Penyelesaian sengketa berdasarkan syariah harus 
diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah. Karena melalui 
musyawarah diharapkan adanya kesepakatan dan win-win 
solution antara kedua belah pihak sehingga tidak menciderai rasa 
persaudaraan sesama muslim. Selanjutnya jika tidak tercapai 
kesepakatan dalam musyawarah maka dapat menempuh 
metode penyelesaian sengketa yang lain.  
 
B. SARAN 
1. Kepada Konsumen, Pelaku Usaha Keperantaraan (wasathah), 
dan Lembaga Keuangan Syariah, perlu untuk mengetahui 
mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah khususnya yang 
terdapat dalam fatwa DSN-MUI tentang akad wasathah agar 
dapat diimplementasikan dalam akad wasathah sehingga akad 
tersebut terhindar dari unsur-unsur yang dapat membatalkan 
akad seperti mengandung unsur gharar fahisy. Konsumen, 
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pelaku usaha, dan lembaga keuangan syariah juga diharapkan 
dapat menyelesaikan sengketa dengan konsumen pengguna 
jasa wasathah dengan memperhatikan fatwa Dewan Syariah 
Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan metode penyelesaian 
sengketa berdasarkan syariah. 
2. Kepada DSN-MUI, perlu untuk segera melakukan sosialisasi 
secara massif kepada ummat islam yang ada di Indonesia agar 
fatwa tentang keperantaraan (wasathah) dalam bisnis properti 
yang telah dikeluarkan dapat diketahui dan diimplementasikan 
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